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ABSTRAK

Tulisan da'am penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui
pelaksanaan pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di
NKRI! dan hal-hal yang melatarbelakangi setiap kali lahirnya peraturan
perundangan pemerintahan di daerah yang jumlahnya kurang lebih 10 peraturan
perundangan yang dimulai sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini.
Meskipun demikian, penelitian iri membatasi hanya membahas 3 peraturan
perundangan saja, yaitu UU No. 5 tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1995 dan UU
No. 32 tahun 2004.

UU No. 5 tahun 1974 yang lahir pada era pemerintahan Orde Baru adalah
pola pemerintah yang bersifat otoritarian sehingga produk hukum yang
dihasilkannya merupakan cerminan kepentingan pemerintah yang berkuasa. UU
No. 5 tahun 1974 mempunyai semangat sentralistik yang diwujudkan melalui
pelaksanaan asas dekonsentrasi yang lebih menonjol daripada asas desentralisasi.

UU No. 22 tahun 1999 yang lahir pada awal era retormasi di dalamnya
terkandung upaya keberanian untuk mengubah pola hubungan pusat dan daerah
dari sentralistik menjadi hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik
dengan mengedepankan aspek demokrasi. Meskipun demikian UU No. 22 tahun
1999 tetap saja mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adaiah semangat
federalisasi dan landasan konstitusional yang telah mengalami amandemen,
karena berbagai alasan hukum tersebut dimuka, UU No. 22 tahun 1999 digantikan
dengan UU No. 32 tahun 2004.

) Tawaran konsep desentralisasi yang ideal adalah mengambil unsur-unsur
yang baik dari ketiga undang-undang tersebut dimuka untuk digabungkan menjadi

satu dalam suatu peraturan perundangan yang baru dibidang pemerintahan di

daerah dengan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijaksanaan deséntralisasi yang telah lama disetujui oleh pemerintah pusat
melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah sejak ditetapkan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan.
Keadaan ini berlanjut sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi dan krisis politik di
Indonesia pada akhir tahun 1997, yang ditengarai salah satu penyebabnya adalah
penerapan desentralisasi yang belum dijalankan semestinya dengan alasan
peraturan pemerintahnya belum disusun. Kenyataan ini menjadikan isu sentral dari

tuntutan masyarakat di daerah, di mana selama ini merasakan pemerintahan pusat

terlalu sentralistis, tidak adil dan timpang dalam memperhatikan kepentingan
daerah. Undang-undang ini masih banyak memperlihatkan kewenangan
pemerintah pusat yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, UU ini belum
bisa dikatakan memenuhi aspirasi daerah yang semakin hari semakin 'nampak
ketidakpuasannya kepada pemerintah pusat.

Kemudian muncuilah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah di mana desentralisasi dijalankan melalui otonomi daerah.
Pasal 7 Undang-undang ini, pasal yang paling sentral membicarakan kewenangan
tentang otonomi. Pada salah satu ayatnya dikatakan bahwa kewenangan daerah
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan
dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Adanya klausul “serta kewenangan

1



bidang lain” boleh jadi akan menutup harapan berlakunya otonomi luas, nyata dan
bertanggungjawab yang diharapkan.'

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah sesungguhnya mempunyai semangat yang bertolak belakang dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni

"

memberi "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab." Hanya saja dalam
prakteknya pemerintah Pusat tidak mampu menjalankan amanat undang-undang itu
karena unsur-unsur kepentingan di Daerah khususnya menyangkut jaminan dan
kemampuan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak diberikan
secara adil dan merata, baikk kemampuan sumber daya manusia maupun sumber
pembiayaan.” Dalam hal ini Pemerintah Pusat cenderung setengah hati dalam
memberikan kewenangan kepada Daerah secara penuh, karena Daerah harus secara
nyata menjalankan kewajiban dengan segala resikonya daripada memberi hak-hak
yang penuh kepada Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang nyata dan
bertanggung jawab. Dengan demikian, tampak jelas bahwa pengalihan tugas dan
tanggung jawab kepada daerah bukanlah soal yang mudah karena mempunyai
implikasi yang besar terhadap berbagai persoalan daerah yang selama ini masih
mengandalkan ketergantungan yang besar terhadap pusat, seperti subsidi dan

pengelolaan sumber-sumber pendapatan nasional dan proyek proyek nasional di

daerah, seperti pertambangan, perkebunan, pelabuhan dan lain lain.’

" Miftah Thoha, Otonomi Daerah: Masalah Hubungan Pusat dan Daerah; Koridor 2000 (Jakarta:
Suplemen Republika, 1999), him. 28.
* Laporan penelitian Tim PKD-UGM, Format Perencanaan Wilayah dalam Perspektif
Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Yogyakarta: Tim PKD-UGM, 1999), him. 6-10.

3 Ibid,... him. 6-10.



Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa hal yang diharapkan dari otonomi --
adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian
partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan
kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai
dengan kebutuhan daerah.* Dengan otonomi daerah, kepentingan, kebutuhan dan
kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap langkah
kegiatan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendin
berdasarkan asprirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah usaha memberi kesempatan kepada
daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di
wilayahnya.

Implementasi kehijakan otonomi, yang secara efektif dilaksanakan di
Indonesia sejak 1 Januari 2001, memberikan proses pembclajaran berharga,
lerutama esensinya dalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan,
keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui
dorongan pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan
masyarakatnya) menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsepsional adalah:

* M.Ryaas Rasyid, “Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah”, dalam (peny)
Achmad Sjihabuddin, Kumpulan Karangan tentang Pembangunan Administrasi di Indonesia (Jakarta :
LP3ES, 1998), him. 114.



pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembaglan pendapatan
(income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan
(uniformity in unitry), kemandirian lokal, pengembangan kapasitas daerah (capacity
building). Implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dan negatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang
menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daecrah menuju kemandirian
daerah dalam membangun. Dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya
friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam,
kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari
harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, misalnya
peraturan pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan
kelautan, jalan, Perda yang counter productive, dsb.

Dalam perjalanannya adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ini banyak dikritik karena daerah (kabupaten/kota) tidak bisa
dikontrol oleh wilayah (propoinsi). Seteleah ditemukannya beberapa kelamahan
yang ada apada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah maka kemudian konsep otonomi daerah mendapat payung hukum baru,
yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU
baru ini mmebawa semangat baru penerapan otonomi daerah. UU membagi daerah
kabupaten atau kota dengan provinsi secara berjenjang (hirarki). Hal ini dapat
dilihat pada Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai
pemerintahan daerah.”



Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua Undang-
Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketentuan-ketentuan
yang lebih meneckankan adanya hubungan keterkaitan dan ketergantungan serta
sinergl antar tingkat pemenntahan juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal
11 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian daerah seperti ini berbeda sekali dengan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memperlihatkan
kemandirian atau kebebasan (independensi) daerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi. Pemerintah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan tidak ada hubungan hirarki antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.” Mari kita bandingkan dengan Pasal 2 (1) pada
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi,
Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom”.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
digunakannya asas: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. ® Dari
ketiga asas inilah munculnya kewenangan pemerintahan daerah. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengenal ketiga asas

tersebut, tetapi pengertian desentralisasi pada Undang-undang Nomor 32 Tahun

> Lihat penjelasan Bab I angka 1 huruf () Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah.
% Lihat penjelasan Bab I angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.



2004 tentang Pemerintahan Daerah berbeda dengan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.’

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membatasi kewenangan Pemerintah
Pusat pada kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dan kewenangan
bidang lain seperti yang disebut pada Pasal 7. Sedangkan kewenangan Pemerintah
Provinsi terbatas pada dekonsentrasi, lintas kabupaten/kota, kewenangan bidang
pemerintahan tertentu lainnya® dan kewenangan yang tidak atau belum dapat
dijalankan oleh kabupaten/kota (Pasal 9). Dengan demikian, kewenangan
pemerintahan selain yang disebut pada Pasal 7 dan Pasal 9 merupakan kewenangan
yang diserahkan (desentralisasi) terutama pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
tempat dilaksanakan desentralisasi secara penuh.

Di antara kewenangan yang diserahkan kepada kabupaten/kota terdapat 12
sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib seperti diafur pada Pasal 11.
Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom’
memberikan arti lebih luas pada Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11, sehingga Pemerintah

Pusat memiliki kewenangan pada 25 sektor pemerintahan, sementara Pemerintah

7 Walaupun pengertian desentralisasi pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah hampir sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemenntahan Daerah, tetapi pasal-pasal selanjuinya dan bagian penjelasan mengartikan
makna gyang berbeda.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; pelatihan bidang tertentu,
alokasi sumber daya manusia potensi, dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi; pengelolaan
pelabuhan regional; pengendalian lingkungan hidup; promosi dagang dan budaya/ pariwisata; penanganan
penyakit menular dan hama tanaman; perencanaan tata ruang provinsi.

? Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.



Provinsi memiliki kewenangan pada 20 sektor pemerintahan termasuk pada sektor
yang ditetapkan sebagai kewenangan wajib kabupaten/kota.'’

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan
desentralisasi sebagai “urusan pemerintahan yang diurus bersama (concurrent)
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota™.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntahan Daerah
tidak ada lagi penyebutan “kewenangan daerah” tetapi berubah menjadi “urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah”. H

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
mengurus urusan pemerintahan yang sama kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat yang diatur pada Pasal 10 (3) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.'? Pada akhirnya, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom yaitu mengurus sektor-sektor
pemerintahan secara bersama-sama.

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga kelompok urusan pemerintahan, yaitu:
pertama, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (kemudian disebut
“urusan Pemerintah Pusat”); kedua, urusan Pemerintah Pusat selain urusan

Pemenntah Pusat pada Pasal 10(3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2034 tentang

'® Diluar 6 sektor yang menjadi kewenangan pemerintah. Dengan demikian Pemerintah Pusat
memiliki kewenangan di 31 sektor pemerintahan.

"' Lihat Pasal 11 dan penjelasan Bab 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

"> Sama dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



Pemerintahan Dacrah; dan ketiga, urusan yang bersifal diurus bersama atau disebut
urusan concurrent (kemudian disebut “urusan bersama’). Kelompok urusan kedua
tidak dijelaskan lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, selanjutnya hanya akan dijelaskan urusan
Pemerintah Pusat dan urusan bersama.

Dengan demikian, secara garis besar terdapat perbedaan asas desentralisasi
dalam ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mengatur tentang pokok-pokok
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah,
yang berarti bahwa dalam undang-undang ini mengatur pokok-pokok
penyelenggaraan  urusan pem_erintahan berdasarkan asas  desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

Sementara itu, secara garis besar, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah memiliki jiwa,
semangat dan substansi yang sangat berbeda dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini didasarkan
pada asas desentralisasi dalam wujud Otonomi yang luas dan utuh/bulat, nyata dan
bertanggungjawab.

Pada akhimya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeralh menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang
menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,



peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kenyataannya pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah oleh
pemerintah pusat tidak lepas dari koridor perundang-undangan, sekaligus memang
nyata bahwa perundang-undangan yang lahir tidak lepas dari rezim penguasa dan
suasana politik yang melingkupinya. Meminjam pendapat Mahfud bahwa model
politik yang otoriter menghasilkan perundang-undangan yang ortodoks dan
sedangkan model politik yang demokratis menghasilkan perundang-undangan yang
responsif, karena di sini, hukum sedang dilihat sebagai produk politik. "
Berdasarkan kutipan sederhana ini, maka penting pula untuk melihat perkembangan
hukum mengenai pemen’ntahan daerah. Undang-undangnya sudah ada tiga,
sekaligus memang mewakili suasana politik saat dibentuknya masing-masing
darinya. Oleh sebab itulah, penelitian dalam tesis ini mempunyai tujuan untuk
melihat perbedaan yang dikandung ketiga undang-undang mengenai pemerintahan
daerah tersebut. Sebagai buah karya, maka penelitian ini juga akan
merekomendasikan bagaimanakah seharusnya pengaturan desentralisasi yang ideal

di negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai
berikut:
1. Mengapa dalam NKRI terjadi perbedaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

1> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), him. 9.



Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah?

Apa kelebithan dan kekurangan pengaturan desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tiga undang-undang tersebut?
Bagaimana pengaturan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan daerah
yang ideal dan yang mengakomodasi keseimbangan semangat NKRI dan

desentralisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Mendeskripsikan dan menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks NKRI.
Mendeskripsikan temuan-temuan berkenaan dengan kelebihan dan
kelemahan yang dimiliki masing-masing undang-undang dalam
menyelenggarakan desentralisasi pemerintahan daerah.

Mengusulkan tawaran tentang pengaturan penyelenggaréan desentralisasi
pemerintahan daerah yang yang ideal dan yang mengakomodasi

keseimbangan semangat NKRI dan desentralisasi.
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D. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Negara Kesatuan dalam Negara Hukum

Sebenarnya perbincangan mengenai bentuk Negara (staat vormen) terkait
dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (unitary state,
eenheidsstaat), (b) bentuk Negara Serikat (Federal, bonds-staat), atau (c) bentuk
Konfederasi (confederation, staten-bond). Sedangkan perbincangan mengenai
bentuk pemerintahan (regerings-vormen) berkaitan dengan pilihan antara (a)
bentuk Kerajaan (Monarki), atau (b) bentuk Republik. Sementara dalam sistem
pemerintahan (regering sytem) terkait pilihan-pilthan antara (a) sistem
pemerintahan presidensiil, (b) sistem pemerintahan parlementer, (c) sistem
pemérirntahan campuran, yaitu quasz’r preidensiil seperti di Indonesia (dibawah
UUD 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti prancis yang dikenal dengan
istilah hybrid system, dan (d) sistem pemerintahan collegial seperti swiss.'*

Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dan beberapa Negara,
melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga tidak ada Negara di dalam
Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanyé ada satu pemerintah,
yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi
dalamy bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.'?

259.

" Jimly Asshiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him.

" Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2007), him. 218
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Berbeda dengan Negara Kesatuan, lebih lanjut Soehino menjelaskan, Negara '
Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, maksudnya Negara ini tersusun
dari beberapa Negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang
merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri. Kemudian
lantaran sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan
lainnya, Negara-Negara tesebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu
ikatan kerja sama yang efektif. Namun disamping itu, Negara-Negara saling
meggabungkan diri tersebut kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai
urusan-urusan pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri,
di sa1ﬁping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus bersama-sama
oleh ikatan kerja samanya tersebut.'®

Dalam sistem federal, negara bagian memiliki sumber-sumber penerimaan
sendiri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di
negara kesatuan umumnya sumber penerimaan dikontrol oleh pusat dan
didistribusikan kembali ke daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah.
Di negara federal, states (negara bagian) membentuk negara dan menyerahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah federal dan mengaturnya dalam
konstitusi. Kedudukan negara bagian sangat kuat karena mereka memiliki
kompetensi bukan hanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, tetapi juga
dalam bidang legislatif dan peradilan.

Federal merupakan salah satu bentuk kemitraan (partnership) yang diatur
dalam suatu perjanjian dengan pembagian secara khusus yang harus berlaku di

antara para mitra. Keduanya mengakui integritas dari setiap mitra yang dilandasi

'8 Soehino, llmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 224.
13



_persatuan kedua belah pihak. Perjanjian ini tertuang dalam Konstitusi Federal
sehingga akhimya Kesatuan politik yang tergabung dalam ikatan Federal menjelma
menjadi Negara Bagian (deelstaat) yang disebut state (USA), canton (Switzerland),
lander (Germany) atau province (Canada), yang dalam hal ini membuat prinsip
Federal sebagai salah satu kombinasi antara self-rule dan shared-rule. Sama dengan
shalomdalam istilah hebrew, artinya perdamaian, yang dalam bahasa Inggris
ditafsirkan sebagai sesuatu upaya dalam menciptakan keseluruhan peraturan hukum
sebagai perdamaian yang sesungguhnya.'’

Juan J. Linz berpendapat, ada dua fungsi utama dalam memberlakukan
Konstitusi Federal. Pertama, menyatukan dalam sebuah Negara tunggal yang
semula merupakan Kesatuan-Kesatuan politjk yang terpisah, yang berkeinginan
untuk menyisihkan beberapa kekuasaan sebagai kondisi untuk bergabung dalam
Negara yang lebih besar. Kedua, mempertahankan kepentingan-kepentingan yang
berbeda dalam batas-batas suatu Negara dengan jaminan otonomi yang
dipertahankan secara Konstitusional, sebab apabila tidak demikian, maka akan
timbul permasalahan bagi keabsahan Negara dan penindasan Negara terhadap
Kesatuan-Kesatuan politik.?

Dengan demikian kelebihan dan kekurangan antara pemilithan negara
kesatuan dan federal adalah sebagai berikut:

Negara Kesatuan merupakan Negara yang bersusunan tunggal yang
diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Kekuasaan dan kewenangan

yang lerletak pada subnasional (wilayah atau daerah), dijalankan atas diskresi

' Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,.... op.cit, him. 70.
* Ibid,.... hlm. 70
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pemerintah pusat sebagai pemberian kekuasaan khusus kepada bagian-bagian
pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan.?'

Jadi, antara Kesatuan dengan Federal dari syarat pembentukannya terdapat
perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh Strong, antara lain: pertama, pada
Negara Kesatuan terdapat rasa kebangsaan (nation) yang erat karena didasari
kebersamaan dari awal. Kesatuan-Kesatuan politik yang bergabung sebelum
terbentuknya Negara, sementara pada Negara Federal, sebelumnya tidak terikat
dalam kebersamaan semacam itu dan tunduk pada kedaulatan bersama dalam
Negaranya sebelum terbentuknya Federal. Kedua, pada pembentukan Negara
Federal Kesatuan dari Negara yang berdaulat hanya menghendaki persatuan, tetapi
bukan Kesatuan. Sementara, pada Negara Kesatuan, yang menjadi hal yang utama
adalah Kesatuan (nation) yang ada dalam mewujudkan persatuannya dibingkai
dalam suatu Negara.22

Ada dua ciri dalam Negara Kesatuan, yaitu the supremacy of the central
parlianment dan the absence of subsidiary sovereign bodies. Dalam Negara
Kesatuan terdapat hanya satu badan legislatif (legislature), sedangkan dalam
Negara Federal terdapat dua badan, yaitu badan legislatif Federal dan badan
legislatif Negara Bagian. Kekuasaan Negara Bagian dalam Negara Federal
diberikan oleh Konstitusi Federal, sedangkan kekuasaan pemerintah sub-nasional

dalam Negara Kesatuan diberikan oleh pemerintah pusat dengan undang-undang.

2 Ibid... him. 69.
2 Ibid, ... hlm. 69-70.
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Hal seperti demikian tercermin dari bentuk Negara yang dianut, apakah bentuk

Negara Kesatuan (unitary state) atau Negara Federal (Federalism state).”

2. Desentralisasi dalam Wadah NKRI dan Negara
DemoKkrasi

D1 samping dilihat dari perspektif pemencaran kekuasaan yang vertikal
tersebut, adanya desentralisasi dan otonomi daerah dapat juga dipandang sebagai
bagian penting dari prinsip negara hukum. Hal ini dikarenakan dengan
desentralisasi dan otonomi daerah dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan
seperti yang dituntut dalam negara hukum dan penganut paham konstitusionalisme.
Hal ini dapat dikonfirmasi melalui ciri-ciri negara hukum, yang antara lain,
menYebut adanya tiga pﬁnsip pokok, yaitu adanya Undang-Undang Dasar yang
mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, adanya pembagian
kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan adanya
pemencaran kekuasaan negara dan pemerintahan.**

Jimly Asshiddigie menyebutkan, Negara Indonesia adalah Negara hukum
yang berbentuk kesatuan (unitary state). Kckuasaan asal berada di perintah pusat,
namun kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam
undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan S/ang
dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan pengaturan-pengaturan konstitusional

-yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan dengan federal arrangement atau

- Syahda Guruh. L.S., Menimbang Otonomi Vs Federal (Jakarta: Remaja Rosda Jakarta, 2000),
hlm. 68.

** Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1994), him. 39.
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pengaturan yang bersifat federalistis.”® Ada dua ciri-ciri mutlak yang yang melekat
dalam Negara kesatuan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical diwilayah
tertentu,’®

Faisal Akbar Nasution lebih mempertegas bahwa désentralisasi adalah
sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengurus sendiri
urusan-urusannya yang khas (spesifik) sebagai urusan rumah tangga daerahnya
tanpa perlu diatur lebih lanjut pemerintahan pusat, yang selanjutnya lebih dikenal
dengan istilah otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah ini sebenarnya terdapat
kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan sebuah urusan pemerintahan
daerah yang menerima otonomi tersebut. Bahwa dapat dikatakan kebebasan dan
kemandirian itu merupakan hakikat isi otonomi.?”’

Namun demikian kewenangan daerah dalam suatu Ncgara kesatuan seperti
halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebesan penuh dari suatu daerah
untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa

mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak

3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl (Jakarta: The Habibie Center,
2001), hlm. 28.

*% pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

*" Faisal Akbar Nasution, Dimensi Hukum Pemerintahan Daerah (Medan: Pustaka bangsa Press.
2003), him. 45.
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tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
daerah.”®

Desentralisasi ini semata-mata bertujuan agara tidak terulang kembali sistem
sentralisasi, maka diterapkan sistem demokrasi di Indonesia dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena demokrasi dipraktekan secara
langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang
bertidak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada hakikatnya demokrasi adalah
pelembagaan dari kebebasan.?’

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kebebesan untuk
menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri yang sesuai dengan otonomi
daerah. Sedangkan dalam pemerintahan daerah Indonesia, demokrasi mengandung
tiga arti yaitu pertama, demokrasi dikaitkan dengan sistem pemerintahan, dalam
arti bagaimana caranya rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh perjalanan
histories bangsa Indonesia. ketiga, demokrasi sebagai solusi tentative untuk
menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan
negara sehingga lahir istilah musyawarah mufakat.*

Dalam kontek itulah sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Republik

Indonesia menunjukkan, bahwa otonomi daerah merupakan salah satu sendi

penting penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi daerah diadakan bukan

*8 Riyas Rasyid, Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap
Perokonomian (Jakarta: Suara Pembaharuan, 2000), him. 29.

** Sobirim Melian, Gagasan perlunya konstitusi Baru Pengganti UUD19435 (Yogyakarta: UII Press.
2001), hlm. 44.

*® Hazairin , Demokrasi pancasila (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 69.

18



sekedar menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan
pula sekedar menampung kenyataan Negara yang luas, penduduk banyak dan
beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas
pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam rangka mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat bahkan tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah
merupakan salah satu sendi ketatanegaraan Republik Indonesia.’'

Bagir Manan menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak
dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandin
melainkan di buat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak pusat. Urusan
rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung
pada kebaikan hati pemerintahan pusat. Hal semacam ini menimbulkan kecewaan
lﬁar Biasa pada daerah.*?

Setya Retnani mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yan.g di dalamnya terkandung 3
(tiga) hal utama yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pemberian tugas dan kewenangan untuk melaksanakan sesuatu yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan,

mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut.

3! Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Makalah Fakultas Hukum Unsika
Krawang, 1993), him. 46.
* Ibid, ... hlm. 2.
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Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil
keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun

melalui Dewan Perwakilan Daerah.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

Pertama, penyebab terjadinya perbedaan asas desentralisasi dalam UU No.5
Th 1974, UU No.22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 dalam konteks NKRI.

Kedua, mengurai kelebihan dan kekurangan pengaturan desentralisasi dari
tiga undang-undang tersebut.

Ketiga, menelusuri pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi

daerah yang ideal.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah library
research (penelitian pustaka); yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis
sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifét deskniptif, yaitu
metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam
perundang-undangan.®* Penelitian yuridis normatif ini dilaksanakan dengan studi

politik pembangunan hukum, yakni analisis perkembangan peraturannya mulai

33 Setya Retnani, Sistem Pemerintahan Daerak Di Indonesia (Makalah Kantor Menteri Negara

Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000), him. 1.

¥ Soejono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 56
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undang-undang sampai dengan peraturan di bawahnya dengan melihat konsistensi
pasal per pasal setiap peraturan.’’ Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah
merujuk pada sumber hukum yaitu penelitian yaﬁg mengacu pada norma hukum
yang terdapat dalam perangkat hukum.

Dapat disimpulkan bahwa ini adalah penelitian normatif yang merupakan
suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukm
normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum
normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.’®

Karena sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif,
maka Penelitjan Wini bersifat derskriptirf ana_litis. Tujuan penelitian deskriptif adalah
menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok
tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan da{l
menganalisis suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan norma-norma
hukum tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Setelah
itu diadakan suatu telaah secara kritis dalam arti meberikan penjelasan-penjelasan
atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi maupun
sinkronisasi dengan berdasarkan pada aspek yuridis, dengan demi}c_ian akan

menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

% Kajian politik hukum sebagaimana dilakukan Mahfud MD. Lihat Mahfud MD, Mohammad
Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

*% Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ( Malang : Bayumedia
Publishing, 2006), him. 57.
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3. Sumber Data .

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu
sebagai berikut:

Pertama, bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas yang tinggi dan mengikat, karena data primer
dikeluarkan/ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya
adalah Dasar Falsafah Negara yéitu Nilai-Nilai Pancasila, Norma atau kaidah dasar
yaitu pembukaan UUD 1945, Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Peraturan Perundang-undangan
yang ada kaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kedua, bahan hukum sekunder adalah data-data yang memberikan penjelasan
mengenai data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
karya kalangan sarjana hukum berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Ketiga, bahan hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau
penjelasan bermakna terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus hukum,
kamus bahasa Belanda dan Indonesia, kamus bahasa Inggeri dan Indonesia,

ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Disini

penulis akan mengkaji seluruh peraturan Perundang-undangan menyangkut

otonomi dari kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.
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5. Metode Analisa Data

Daiam penelitian hukum kepustakaan (normatif) kegiatan analisis data
sebenarnya telah dimulai semenjak sebelum penyusunan kerangka acuan penelitian
sampai pada saat terakhir penulisan laporan penelitian. Supaya laporan penelitian
itu benar-benar memuat hasil pemikiran dan pendapat yang didasari imformasi
yang selengkap-lengkapnya, maka peneliti akan menganalisis bahan-bahan yang

telah dikumpulkan secara diskriptif kualitatif.
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- BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA, OTONOMI DAN

DESENTRALISASI

A. Teori Tentang Negara dan Pembentukan Negara

Secara gramatikal, negara diterjemahkan dari kata “State™ dalam bahasa
Inggris. Kata itu merupakan turunan dan kata “status™, “Statum” dalam bahasa
latin. Menurut Jellinek kata “statum™ pada waktu 1itu masih berarti konstitusi®’.
Secara etoimologis, kata status dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah yang
menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap. Kata itu baru pada abad ke-16
dipertalikan dengan kata negara. Berdasarkan sejarah penggunaan kata tersebut,
menurut F.Isjwara, negara bisa diartikan sebagai kata yang menunjukkan organisasi
politik territorial dari bangsabangsa. Tidak bisa dipungkini bahwa negara lazim
diidentifikasikan dengan pemerintah, sebagai contoh penggunaan dalam pengertian
kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya. Kata negara juga lazim
dipcrsamakan dengan bangsa, dan negara dipergunakan sebagai istilah yang
menunjukkan baik kescluruhan maupun bagian-bagian ncgara federal.*

Pengertian di atas adalah berdasarkan etimologi. Sementara itu, pengertian
negara darl segi terminologi menitik beratkan pendefenisian sebagai turunan dari
bangunan kefilsafatan mercka yang diterapkan untuk menjelaskan relasi yang
terjadi antara manusia dan manusia. Berbagali macam pendefinisian dilakukan,

sebagai contoh, negara didefinisikan sebagai negara hukum yang didalamnya

’— F. Isjwara, Pengantar limu Politik (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 90.
*® Ibid,...him. 92.
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terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan negara
(ecclesia).39 Ada pula yang menyatakan negara sebagai kekuasaan sebagaimana
didefiniskan Machiavelli. Ada pula yang menyatakan negara sebagai badan atau
organisasi yang dihasilkan perjanjian masyarakat; sebagaimana didefiniskan
Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J Rousseau. 40

Tokoh politik Indonesia Miriam Budiarjo mendefiniskan negara sebagai suatu
daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan
yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-
undangan melalui penguasaan (kontrol) monopo/istis dari kekuasaan yang sah.”!

Perbedaan definisi dan konsepsi mengenai negara ini memang dipengaruhi
ol¢h sgj_arah pemrbrentukan negara. Oleh sebab itulah, dalam kenyataannya, sejarah
pembentukan negara mempunyai beberapa teori. Teori yang pertama adalah
pembentukan negara melalui teori spekulatif. **

Salah satu turunan teori ini adalah teori perjanian masyarakat, yang
menyatakan bahwa perjanjian antara negara dan masyarakat menjadi dasar
pembentukan negara. Ini merupakan teori yang disusun berdasarkan keinginan
untuk melawan tirani atau menentang rezim penguasa. Tokoh dari teori ini adalah
Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Berkebalikan dengan teori yang
sebelumnya, teori theokrartis menyatakan bahwa kekuasaan seorang penguasa
negara merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia. Teori ini mendapatkan

kesempurnaannya pada abad pertengahan di Eropé di mana kemudian kekuasaan

3% Definisi oleh Aristoteles. Lihat Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. llmu Negara (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2000), him. 48. '

© 1bid,...him. 51.

*! Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1985), Cetakan ke-5, him. 40-41.

*2 Ibid,...hIm. 136-158.
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raja mendapatkan legitimasi mutlak dari gereja. Teonn yang masih sejalan dengan
teori feokhrasi ini adalah teori kekuatan yang menyatakan bahwa negara yang
pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang
lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dalam teori ini,
faktor kekuatan merupakan unsur utama pembentukan negara.

Masih penjelasan tentang teoritisasi terbentuknya negara berdasarkan aliran
spekulatif, teori daluwarsa menyatakan bahwa raja bertakhta bukan karena jure
divino (kekuasaan dari Tuhan) akan tetapi karena jure consuetudinario (kebiasaan).
Doktrin ini dikembangkan di Perancis untuk menguatkan posisi Raja dan
organisasinya karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian akan
melahirkan hak milik. Teori ini juga dikenal sebagai doktrin legitimisme dan
dikembangkan di Perancis pada abad ke-17. Kemudian teori alamiah yang
menyatakan bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang
alamiah terjadi dan merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Teori ini
diperkenalkan oleh Aristoteles yang menyebut manusia sebagai zoon politicon.

Sedangkan teoritisasi pembentukan negara berdasarkan teori evolutif adalah
melahirkan teori historisitas. Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak
dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum
evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung
pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Lembaga sosial
‘merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhar; manusia yang hadir

dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi.

26



 Dari berbagai definisi dan teoritisasi pembentukan negara, maka negara harus
mempunyai unsur-unsur pembentuknya, yakni:

1. Wilayah. Unsur ini sangat krusial karena sebuah negara memerlukan
sebuah wilayah tempat negara tersebut berdiri.

2. Rakyat. Unsur ini juga sangat krusial karena tanpa rakyat, negara tidak
dapat berdiri.

3. Pemerintaahan yang memiliki kekuasaan/kedaulatan. Unsur ini juga sangat
penting karena karena tanpa adanya pemerintaahan yang memiliki kekuasaan dan
ditaafi oleh rakyatnya sebuah area atau wilayah yang berpenduduk (rakyat) tidak
ubahnya seperti sebuah gerombolan orang yang tidak cucup untuk disebut sebagai
negara.

Unsur-unsur negara diatas setidaknya mewakili dari pengertian negara secara

umuim.

B. Negara Hukum

Berdasarkan petunjuk dari naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
istilah rechtstaat yang dilawankan dengan machtstaat. Pada amandemen ketiga
UUD, disebutkan dengan tegas dz.alam Pasal | éyat (3) bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Ini ingin menegaskan bahwa pemberian kekuasaan kepada
daearh bukan karena kesewenang-wenangan, melainkan berdasarkan undang-
undang.* Dalam literature lain, tentang negara hukum secara umum, pembentukan

negara hukum di kemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang nomoi. Kemudian

* Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat (Jakarta: Pusat
Studi HTN Fakultas Hukum Ul, 2002), him. 3.
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berkembang konsep negara hukum di negara Eropa Kontinetal dengan istilah
rechtstaat, konsep negara hukum Anglo Saxon dengan istilah the rule of law.
Paham rechtstaat sudah populer di Eropa sejak abad XIX dan kemudian
dipopulerkan oleh Alber Venn Dicey pada Tahun 1885 dalam bukunya dengan
judul Introduction to Study of the Law of the Constution. Perberdaan sebutan
konsep negara hukum, negara Eropa Kontinetal dengan istilah rechstaat, sedangkan
konsep negara hukum Anglo Saxon the rule of law. Walaupun terjadi perbedaan
keduanya dalam perkembangan tidak dipersoalkannya, karena mengarah pada
tujuan yang sama untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.**

Padmo Wahjono juga menyebutkan ciri negara hukum, yang mengutip dari
Frederich Julius Stahl, seorang jerman yang menulis dalam bukunya Philosophie
des Rechts. Dalam kutipan tersebut negara hukum mengandung beberapa unsur
utama yaitu:

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia

b. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika

c.Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan Undang-
undang (wetmatigbestuur)

d. Adanya peradilan Administrasi negara.*’

Hubungan penjelasan konsep tentang negara dan negara kesatuan terhadap
penjelasan mengenai negara hukum di sini juga mempunyai tujuan yang sama,

yakni bagaimana pengaruh konsep ini kepada kekuasaan yang dimiliki negara. Oleh

* Philipus M. Hadjon, Perindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang
Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), him. 72

+ padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia (Jakarta: In Hill Co, 1969), him. 151.
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sebab itu, dalam menteoritisasikan negara hukum ini, maka juga diperlukan untuk
menteoritisasikan pengaturan kekuasaan atau alat perlengkapan negara. Pembagian
kekuasaan Negara ada dua macam yaitu pembagian kekuasaan Negara secara
horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara
vertikal ini bukanlah persoalan Supertion of power atau division of power yang
dikenal dalam pembagian kekuasaan secara horizontal.*® Pembagian kekuasaan
secara vertikal ini bukanlah persoalan Supertion of power atau division of power
yang dikenal dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, akan tetapi bersifat
pendistribusian (desentralisasi).*’

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam Negara kesatuan (unitaris) dalam
kepustakaan Hukum Tata Negara lebih dikenal sebagai “desentralisasi tervitorial”
(terrtoriale decentralisatie). Desentralisasi diartikan penyerahan tugas atau
wewenang kepada pemerintah tinggkat bawah. Konsepsi ini juga sebagaimana
diteruskan oleh Syahda Guruh L.S yang menyebutkan secara teoritis bahwa
kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

1.Secara Vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya,
maksudnya ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah.

2. Secara Horizonlal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya

pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang

*® Rozikin Daman, Suatu Pengantar Hukum Tata Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2007), hlm. 13.
*" Philips M. Hadjon, Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah (Malang; Makalah, Pusat
Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw. 2001), him, 2.
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bersifat legislative, eksekutif dan yudikatif yang lebih di kenal dengan trias politika
atau pembagian kekuasaan (devition of power).*

Pembagian kekuasaan secara vertikal yang dibangun pemerintah pusat pada
setiap daerah, bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pemerintahan dalam
rangka melayani kepentingan publik dari setiap warga masayarakat yang berdiam
di daerah daerah. Dalam hal ini para petugas atau pejabat administrasi yang
menjalankan tugas kedekonsentrasian ini tidak memiliki kewenangan yang mandiri
seperti aparat pemerintah daerah yang memiliki otonomi, dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai bagian dari administrasi pemerintah pusat.
Kewenangan yang ada padanya merupakan kewenangan yang sifatnya
melaksanakan tugas dalam ruang lingkup kewenangan yang pada penjabat otoritas
pemegang kekuasaan pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diutarakan Faisal
Nasution.*

Pandangan ini memang dapat dibenarkan mengingat power tends to corrupt.
Oleh sebab itu, bila kekuasaan berada pada satu orang atau satu pihak saja maka
rentan menimbulkan kencendrungan pihak yang Dberkuasa menjalankan
kekuasaanya bersikap otoriter dan semena-mena, yang menyebabkan timbulnya
penderintaan dikalangan rakyat yang diperintah. Untuk menghindari, sifat corrupt
ini maka penumpukan kekuasaan pada satu pusat kekuasaan saja harus
didistribusikan. Salah satunya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal yakni

diantara ﬁhgkatan pemérintahan yang ada dari pemerintahan pusat kepada bagian

48 Syahda Guruh. L.S., Menimbang Otonomi Vs Federal (Jakarta; Remaja Rosda Jakarta. 2000),

hlm. 68.
49 Faisal Akbar Nasution, Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Jakarta:
PT. Sofmedia. 2009), hlm. 49-50.



dari pemerintahan yang menjadi bagian dari negara (pemerintahan lokal)
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Konsep negara hukum ini juga ingin mempertegas bahwa kekuasaan dan
kedaulatan yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan Negara dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.’' Oleh sebab itu hukum yang dibuat
adalah perpaduan keinginan (aspirasi) rakyat dan kebijakan yang di terapkan oleh
pemerintah. > Melalui hukum ini, penyelenggaraan kekuasaan agar terdapat

- pembatasan yang termaktub dalam konstitusionalisme; yang merupakan gagasan
yang menyatakan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas yang
diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan
untuk menjamin agar kekuasaan yang di perlukan untuk menjalankan pemerintahan
tidak disalahgunakan oleh pihak pemegang kekuasaan. Sri Sumantri menyatakan
tidak ada satupun Neéara di dunia ini yang tidak. mempunyai konstitusi atau
undang-undang dasar, yang di dalamnya lazim atur tentang pembégian kekuasaan,

baik secara vertical maupun horizontal.”

C. Negara Kesatuan

Secara sederhananya, negara kesatuan bisa didefiniskan sebagai pengurusan
seluruh pemerintahannya berada di tangan pemerintah pusat atau negara yang
pemerintah pusatnya memegang/mengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik

kedalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciri—ciri yaitu hanya ada satu

>0 1bid, .. hlm. 50.

! Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945,

32 Jimly Asshiddigi , Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia (Jakarta; Thktiar Baru van Hoeve. 1994), hlm. 11-12.

33 Sri Sumantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung; Alumni. 1987), hlm. 1.
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UUD, satu kepala negara, satu kabinet, satu parlemen. Menurut Jimly, bentuk
negara Indonesia adalah Negara Kesatuan (Unitary State) yang mempunyal prinsip
persatuan. Dengan prinsip ini, kesatuan negara harus dibangun atas dasar persatuan
(unity), bukan kesatuan (uniformity). Artinya, Indonesia adalah negara kesatuan
sebagal negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham
perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Akan
tetapi, sifatnya kesatuan ini didasarai atas semangat persatuan. Oleh sebab itu,
otonomi individu dan daerah diakui kepentingannya secara seimbang dengan
kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang per orang ataupun golongan-
7 go]ongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara,
terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas
dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau
segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat.>*
Karena sifatnya persatuan, maka negara Indonesia masuk dalam negara
kesatuan sistem desentralisasi. Ini bisa dilihat yang mana semua urusan
pemerintahannya tidak diurus scpcnuhnya oleh pemerintah pusat, melainkan
sebagian urusan pemerintahannya didelegasikan atau diberikan kepada daerah-—
daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah masing—masing. Dalam negara
kesatuan, sistem desentralisasi daerah berstatus sebagai daerah otonom. Contoh,
Indonesia berdasarkan ketentuan UUD 1945 menganut sistem desentralisasi. Inilah

sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Daut Busroh bahwa Negara Kesatuan

* Jimly Ash-Shiddigie, Struktur Ketatanegaraan RI, Makalah disampaikan dalam Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 juli 2003.



Republik Indonesia ditinjau dari susunannya adalah Negara yang tidak tersusun
dari beberapa Negara, seperti halnya Negara federasi, melainkan Negara itu
sifatnya tunggal artinya hanya ada satu Negara tidak ada Negara lain, > tetapi
dengan memberikan kewenangan tertentu pada pemerintah daerah. Bahwa
meskipun ciri-ciri Negara kesatuan ialah kedaulatan tidak terbagi atau dengan
perkataan lain kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi karena konstitusi
Negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislative lain, selain dari badan
legislatif pusat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Negara kesatuan
melakukan dekonsentrasi dan desentralisasi.

Menurut Jimly, untuk menghindari salah pengertian, istilah kesatuan yang
bersifat persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga
Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”, bukan “Persatuan dan Kesatuan Indonesia”
apalagi “Kesatuan Indonesia”. Persatuan adalah istilah filsafat dan prinsip
bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis.
Bandingkan antara rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan rumusan
pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Negara Indonesia 1alah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara
Kesatuan adalah konsepsi tentang bentuk negara, dan Republik adalah konsepsi
mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam kerangka UUD 1945.

Dengan kestauan yang bersifat persatuan ini, maka negara juga membagi
kekuasaan yang silatnya vertikal. Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat.
Namun kewenangan (authority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam

Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang ditentukan sebagai kewenangan yang

35 Abu Daud Busroh, /Imu Negara (Jakarta: Bumi Aksara. 1993), hlm. 64.
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dimiliki oleh pemerintah daerah. Hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah
pusat dan pemerintah Daerah Propinsi serta pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota, tidak diatur berdasarkan asas dekonsentrasi, melainkan hanya didasarkan atas
asas otonomi atau desentralisasi dan tugas perbantuan (medebewin)’®.

Untuk itu, susunan Negara Kesatuan dengan pengaturan yang bersifat khusus
atau otonomi khusus dikembangkan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
perbedaan tingkat kemampuan antar daerah diseluruh Indonesia. Karena itu,
pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan yang
memungkinkan adanya pengaturan khusus berupa daerah otonomi khusus itu
hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan bertahap. Daerah-daerah yang belum
atau tidak dapat melaksanakannya, perlu diberi kesempatan mempersiapkan diri.
Daerah-daerah juga tidak perlu memaksakan diri untuk secepat mungkin
menerapkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan meninggalkan
sama sekali atau mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah
berdasarkan asas dekonsentrasi. Lebih lanjut kata Jimli bahwa negara Indonesia
yang berbentuk negara kesatuan (unitary state) ini adalah negara hukum.’’ Dasar
negara hukum ini sebagai pengesah bahwa kekuasaan asal berada di perintah pusat,
namun kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam
undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangna yang

dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan pengaturan-pengaturan konstitusional

36 Jimly Ash-Shiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakartra: Kerjasama
Mahkamah Konstitusi Indonesia dan PSHTN, Fakultas Hukum, Univesitas Indonesia, 2004), hlm. 213,
37 Mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai Negara Hukum terdapat pada sub bab selanjutnya.
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yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan dengan federal arrangement atau
pengaturan yang bersifat federalistis.’®

Meskipun dengan konsep kesatuan yang berotonomi, seperti halnya
Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebesan penuh dari suatu daerah untuk
menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa
mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu,
Pemerintah pusat bertanggungjawab menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah
yang dilakukan secara bertahap itu. Disamping itu, meskipun susunan pemerintahan
bersifat desentralistis, tetapi pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan
koordinasi antar daerah propinsi, dan pemeritah daerah propinsi memiliki

kewenangan koordinasi antar daearah kabupaten/kota sebagaimana mestinya.59

D. Teori Otonomi

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dari
daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Dengan otonomi daerah, daerah tidak
lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai
keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang
selama era otonomi bisa dikatai(an terpasung. Sistem rumah tangga pemerintahan
daerah menjadi bekerja maksimal, baik legislative maupun eksekutif. Salah satu

penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan

3% Jimly Asshiddigie, Pengatar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI (Jakarta: The Habibi Center,
2001}, him. 28.

* Jimly Ash-Shiddigie, Struktur Ketatanegaraan RI, Makalah disampaikan dalam Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 juli 2003.
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pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan ataupun
dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.®

Melalui pemberian otonomi ini, maka daerah menuliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip otonomi
seluas-luasnya di mana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang
muncul dalam masyrakat.

Van der pot dalam Koesoemahatmadja mengatakan, konsep otonomi sebagai
eigen huishouding (menjalankan rumah tangga sendir1). Otonomi adalah pemberian
hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya dan daerah mempunyai
kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan di daerah.®'
Cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin
kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri.”* Otonomi yang seluas-
luasnya bukan tanpa batas sehingga terjadi pecah belah negara kesatuan, maka
sangat penting dasar kesatuan dalam kedudukanya dengan dasar otonomi seluas-

luasnya tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan negara.

60 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar
harapan, 1994) hlm. 26.
' RD.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
(Bandung: Bina Cipta, 1979), him. 15.
% Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah (Yogyakarta: Liberty, 1980), him. 50.
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Perkataan seluas-luasnya jangan diartikan sebagai sesuatu. yang tidak
berunjung, di dalam negara kesatuan, seluas-luasnya sistem otonomi dibatasi oleh
kekuasaan pemerintahan negara kesatuan. Negara kesatuan (eenheidstaat) tidak
dapat meniadakan otonomi daerah, tapi betapapun luasnya otonomi daerah, tidaklah
dapat menampikan wadah negara kesatuan. Oleh sebab itu dalam memaknai dan
melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, pembernan otonomi yang luas tersebut
hanya pada aspek tertentu yang sengaja diberikan pemerintahan pusat. Sementara
hal-hal dan masalah-masalah yang memang masih perlu harus diatur pemerintah
pusat itu sendiri demi kesatuan negara harus diatur oleh pemerintahan daerah.®’

Selain terdapat variasi konsep otonomi, sebagaimana mengutip Nikmatul
Huda, juga terdapat variasi rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan
otonomu daerah, yakmi sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga materiil,
dan sistem rumah tangga rill.* .

Menurut Bagir Mannan, pelaksanakan sistem rumah tangga formal (fomale
huishoudingsbegrip) in1 menunjukkan pelaksanaan otonomi di mana terdapat
pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tetapi tidak ditetapkan secara rinci.®
Model pembentukan rumah tangga yang semacam ini, menunjukkan urusan-urusan
yang menjadi kewenangan daerah tidak ditentukan secara limitative di dalam
peraturan perundang-undangan.

Bertolak belakang dengan sistem rumah tangga formil, dalam sistem rumah

tangga materil, pembagian tugas,wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan

®R. Tresna, Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan (Bandung: Dibya, 1998), him. 33
** Nikmatul Huda, Modul Otonomi Daerah (Y ogyakarta: Magister Hukum UII, tanpa tahun).
65 11

Ibid, ... hlm. 27.
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daerah ditentukan secara pasti atau limitative di dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah. Akan tetapi, sifat
kewenangan otonomi daerah menurut system rumah tangga matenil adalah terbatas
karena daerah Otonom tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak disebut dalam
undang-undang pembentukannya. Sistem rumah tangga materill (materiele
huishoudingsbegrip) berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada
perbedaan mendasar antara pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah dianggap
memang mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara
material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat.
Menurut sistem ini, langkah kerja dari daerah tidak dapat keluar dari ketentuan
ketentuan yang berlaku.®® Berdasarkan hal tersebut, maka segala sesuatu urusan
yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai urusan daerah,
tetap menjadi urusan pusat.

Perpaduan antara formil dan materil adalah sistem rumah tangga yang
ketiga ini. Sistem rumah tangga rill (riele huishoudingsbegrip) merupakan jalan
tengah atau midle range. Sistem ini sering disebut sebagai otonomi nyata atau
otonomi riil, karena is1 rumah tangga daerah didasarkan kepada keadeaan daerah
dan faktor-faktor nyata. Bagir manan dan Kuntana Magnar menyatakan bahwa
dalam negara hukum mengandung pengertian kekuasaan dibatasi oleh hukum dan
sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah supreme di bandingkan dengan alat

kekuasaan yang ada. © Sistem rumah téngga yang ketiga ini, se]aiﬁ menjadi

8 Tiahja Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)

him. 4.
% Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum tata Negara Indonesia (Bandung:

Alumni, 1993) him. 11.
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penengah atas kelemahan kedua sistem sebelumnya, juga bertujuan
mengakomodasi kepentingan kontekstual daerah yang tetap tertampung atas nama
hukum. Jadi bisa digunakan untuk mengatur kontekstualitas tersebut dalam bingkai

kepentingan nasional.

E. Desentralisasi dalam Sejarah Peraturan Perundang-
undangan Indonesia

Sejarah kenegaraan Indonesia diwarnai dengan variasi model hubungan pusat
dan daerah. Dari semua model hubungan tersebut, semuanya mendeklarasikan diri
telah menerapkan hubungan yang baik antara pusat dan daerah. Ada yang telah
menyatakan desentralisasi, tetapi desentralisasi yang diberikan undangfundang
hanyalah semu.

Perihal pemerintahan daerah sudah pemah disinggung dalam UU Nomor 1
Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Melalui peraturan ini,
lembaga ini dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan
Daerah di Indonesia. Memang undang-undang ini bersifat sementara karena hanya
digunakan untuk mengisi kekosongan peraturan tentang Pemerintahan Daerah
terutama sebelum diadakannya pemilihan umum yang mempertegas kedudukuan
KNID (komite nasional Indonesia daerah). Karena sifatnya sementara, Komite
Nasional Indonesia menjelma menjadi Badan Perwakilan Rakyat.

Karena ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Jepang masih
merajalela dimana-mana pegawai Pangreh Praja dan Polisi sekalipun mereka telah
bersumpah setia pada Republik, maka sebenarnya peran KNI ini pada hakekatnya

masih dibawah kekuasaan Jepang. Baru setelah kekuasaan sipil dapat direbut
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daripada tangan Jepang, perubahan ini menandai beralih kembalinya Komite
Nasional Indonesia kepada alat-alat pemerintahan yang resmi. Dengan
pengembalian ini KNI benar secara de jure dan de faucto mewakili kepentingan
rakyat Indonesia dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

Mengapa Undang undang Nomor 1 Tahun 1945 secara formal dapat
dikatakan sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di
Indonesia? Karena terdapat point-point penting yang mendukung asumsi tersebut,
yakni:

1. Pembentukan badan perwakilan rakyat daerah dengan mengubah fungsi
dan tugas komite nasinoal Indonesia daerah. (Pasal 2).

2. Badan perwakilan rakyat daerah dipilih dan bersama-sama kepala daerah
Ezgg%ra& dalam rangka menjalankan dan mengatur Pemerintahan Daerah (Pasal 2

’i“erlepas dari apakah UU tersebut telah atau belum sama sekali mewacanakan
dan mengkonsepkan desentralisasi, tetapi paling tidak pengetahuan terhadapnya
penting untuk menjadi tonggak perbincangan di sini mengenai sejarah pengaturan
pemerintahan daerah dalam perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang selanjutnya yang bisa digunakan untuk membahas tentang
sejarah pengaturan pemerintahan daerah adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun
1948. UU ini berbicara mengenai perlunya mengatur penentuan batas—batas
wewenang daerah sehingga daerah tidak memasuki wewenang pemerintah pusat.
Melalui UU ini, pemerintah pusat bermaksud mengadakan keseragaman
(uniformitas) dalam Pemerintzhan Daerah bagi seiuruh Indonesia dan membahas

tingkatan badanbadan Pemerintahan Daerah sedikit mungkin (tiga tingkatan, yaitu

profinsi, kabupaten, dan kota besar).

8 UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
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‘Semangat uniformitas ini seperti terlihat dart pokok-pokok pikiran sebagai
berikut :*

a. Cita “ketunggalan” atau unifikasi, yaitu untuk semua jenis dan tingkat
daerah diperlakukan satu UU Pemerintahan Daerah yang sama.

b. Cita “persamaan” antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura dengan
diluar pulau tersebut.

c. Penghapusan dualisme dalam Pemerintahan Daerah, sehingga
pemerintahan yang dijalankan oleh pamong praja tidak akan berlangsung terus.

d. Cita desentralisasi yang merata di seluruh wilayah Negara. RI hanya terdiri
atas daerah-daerah otonom, diluar itu tidak ada wilayah yang mempunyai
kedudukan lain.

e. Pemberian otonomi dan medebewind yang luas, sehingga rakyat akan
dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan daerahnya.

f. Pemerintahan yang demokratis, yaitu susunan aparatur daerah yang dipilih
oleh dan dari rakyat.

g. Pemerintahan yang kolegial, artinya soal-soal pemernntahan tidak akan
diputuskan oleh seseorang secara tunggal, melainkan oleh sekelompok orang.

h. Cita mendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah dengan pemerintah
Pusat (hanya 3 tingkatan daerah).

i. Cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah lainnya yang
sejenis dengan ini.

j- Cita pendemokrasian pemerintah zelfbestuurende lanschappen.

Disamping memiliki kekuatan, beberapa pokok pikiran diatas juga memiliki

kelemahan. Misalnya cita keseragaman atau ketunggalan, pada satu saat akan tidak
cocok dengan keadaan masing-masing jenis dan tingkat daerah. Dengan kata lain,
ide penyeragaman akan mengingkari adanya keragaman sejarah, adat istiadat,
perilaku kolektif masyarakat, struktur sosial, dan sebagainya.

Sebagai kelanjutan UU 1948, pemerintah pusat memperbarui hubungan pusat
dan daerah dengan Undang-Undang No. | Tahun 19577°. Sebagai UU yang
berinduk pada UUDS 1950 maka UU No. | 'l'ahun 1957 menganut asas yang
ditetapkan uUuub induknya yakni “otonomi yéng selués-]uésnya” yang diwujudkan

dalam asas otonomi yang nyata. Asas otonomi yang seluas-luasnya itu dapat

fq Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Hubungan Pusat dan Daerah.
"® Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
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terbaca dari ketentuan, Pasal 31 aya (1) bahwa “DPR Daerah mengatur dan
mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya, kecuali urusan yang oleh UU
diserahkan kepada penguasa lain.”’

Menurut Widodo, UU No. 1/1957 menganut sistem otonomi riil, yaitu suatu
sistem ketataNegaraan dalam lapangan penyelenggaraan desentralisasi yang
berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan yang riil dar1 daerah-daerah maupun Pusat, serta pula dengan
pertumbuhan kehidupan masyarakat yang berlangsung. Pangkal pikiran konsep
otonomi riil ini ialah kenyataan bahwa kehidupan -;nésyarakat petiuh dengan
dinamika dan pertumbuhan.”?

Berangkat dgri_ semangat sitem rumah tangga otonomi riil ini, di dalam UU
No. 1 Tahun 1957 tidak dimuat perincian urusan-urusan rumah tangga daerah,
tetapi secara luas disera}lkan kepada daerah untuk mengatasinya. Pemerintah pusat
hanya mempunyai wewenang dalam hal-hal yang oleh UU ditetapkan menjadi
urusan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga’® dan Dewan Pemerintah
Daerah yang menjalankan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terscbut.”*

Dalam hal organisasi pemerintahan, hak mengatur dan mengurus rumah

tangga suatu daerah dijalankan oleh alat perlengkapan yang dinamakan pemerintah

" Solly Lubis; “Otonomi Daerah”, dalam Padmo Wahjono, Masalah KetataNegaraan Indonesia

Dewasa Ini, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1984) him. 308.

" Tri Widodo W. Utomo, Makalah : Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah Menurut 5

Undang-Undang (Studi Perbandingan Terhadap UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor I Tahun 1957,
UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, Serta UU Nomor 22 Tahun 1999), Pusat Kajian Dan
Diklat Aparatur I, Lembaga Administrasi Negara:Jawa Barat, 2000.

j3 Pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957.
" Pasal 44 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957.
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daerah. Menurut Pasal 5 UU No.1/1957, pemerintah daerah terdin atas DPRD dan
DPD. Menurut Pasal 7 UU No.1/1957, jumlah anggota DPRD suatu daerah
ditetapkan dalam UU pembentukan daerah tersebut dengan dasar perhitungan
tertentu. Dalam Pasal-Pasal selanjutnya (Pasal 8, 9, 10 dan 11), diatur mengenai
syarat-syarat menjadi anggota DPRD, larangan perangkapan jabatan, larangan-
larangan melakukan kegiatan tertentu, serta hal-hal yang dapat menjadi faktor
pertimbangan dalam memberhentikan keanggotaan DPRD bagi seseorang. Anggota
DPD dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang
menurut ketentuan PP, sedang jumlahnya ditetapkan dalam UU Pembentukan
Daerah. Ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD, sedang
seseorang yang berhenti sebagai anggota DPRD dengan ;endin'nya berhenti
menjadi anggota DPD (Pasal 19 dan 20 ayat 3).

Sebagai Kelanjutan dari UU No. 1. Tahun 1957 adalah UU No. 18 Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahah Daerah. Undang-undang ini mencoba
untuk menjalankan asas desenralisasi khususnya desentralisasi teritorial serta
dekonsentrasi. Bahwa Pemerintah akan terus dan konsekwen menjalankan politik
desentralisasi yang kelak akan menuju kearah tercapainya desentralisasi teritorial
yaitu meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya dalam tangan
Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politik dekonsentrasi sebagai
komplemen yang vital.”

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1965, bentuk dan susunan pemerintah daerah
diatur sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah terdin dari Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 5 ayat 1).

2. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh
Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (Pasal 6).

7> Lihat dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 1965.
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3. DPRD mempunyai pimpinan yang terdir dari seorang Ketua dan beberapa
Wakil Ketua yang jumlahnya menjamin poros Nasakom (Pasal 7).

Aspek penting lainnya diatur dalam Pasal 44, dimana dinyatakan bahwa
Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Sebagai
alat pemerintah Pusat, maka Kepala Daerah :

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, dengan
mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang
bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan tersebut dengan
pemerintah daerah.

3. Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah.

4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah
Pusat.

Sedangkan sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah memimpin
pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik dibidang urusan rumah
tangga daerah maupun di bidang pembantuan. Selanjutnya mengenai
pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pasal 45 menegaskan bahwa Kepala Daerah
memberikan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali seTahun kepada
DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila dipandang perlu oleh
Kepala Daerah sendiri.

Selanjutnya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah yang berlaku mulai tanggal 23 Juli 1974. Menurut UU No.
5 Tahun 1974 Pasal 13, Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.
Berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1965, Kepala Daerah tidak didampingi lagi oleh
suatu Badan Pemerintah Harian sebagai badan penasihat dalam bidang eksekutif,
akan tetapi BPH ini diganti dengan Badan Pertimbangan Daerah yang terdiri dari

Ketua DPRD dan unsur-unsur dari fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam

pimpinan DPRD.
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. Menurut Pasal 13 Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD.
Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa konstruksi yang demikian diharapkan
dapat menjamin adanya kerjasama yang serasi antar keduanya untuk mencapai
tertib pemerintahan di daerah. Meskipun demikian, DPRD tidak boleh mencampuri
bidang eksekutif. Bidang eksekutif ini adalah wewenang dan tanggungjawab
Kepala Daerah sepenuhnya.

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri. Ditinjau dari prinsipprinsip organisasi dan ketatalaksanaan,
adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis
pert_anggqujawaban. Oleh karena itu, Kepala Daerah tidak bertanggungjawab
kepada DPRD. Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban memberikan
keterangan pertanggungjawabaﬁ kepada DPRD.

Setelah masa reformasi bergulir, maka desentralisasi yang masih semu yang -
dibawa undang-undang di atas ingin dirombak melalui UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memiliki jiwa, semangat dan substansi yang
sangat berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Pemerintahan di Daerah. Dalam UU, pemerintahan daerah didasarkan pada Asas
Desentralisasi dalam wujud Otonomi yang:’® 1) Luas dan utuh / bulat. Ini berarti

bahwa kewenangan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan

tertentu tidak dibatasi pada materi atau substansi tertentu (luas) sepanjang mampu
dilaksanakan serta tidak melewati batas-batas kompetensi pemerintah pusat

maupun propinsi; 2) Nyata, yang menyiratkan adanya keleluasan daerah untuk

76 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999.
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menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan harus didasarkan
pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah
tersebut; 3) Bertanggungjawab. Ini mengandung pengertian adanya perwujudan
tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antar pusat dan
daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI.
Sebagai counter atas UU Nomor 22 Tahun 1999 yang rentan mengarah
kepadartﬁederal,_maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam UU 1m Prinsip otonomi daerah memang masih menggunakan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus
dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sejalan dengan prinsip tersebut
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip
otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenanyg, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah. Dengan demikian is1 dan jenis otonomi bagi setiap daerah
tidak selalu sama Vdeﬁgranr daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi
yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus

benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada
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dasarmya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.”’

Sebagai koreksi atas UU Nomor 22 Tahun 1999, ada beberapa paket
pemberian otonomi kepada daerah. Pertama, otonomi berorientasi kepada
kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah
harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kedua,
pembangunan yang seiring dengan daerah di sekitarnya. Selain itu penyelenggaraan
otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan
Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk
mernrirrtrgkatkan kgsejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.
Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu
menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artir'l_ya harus
mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.”®

Ketiga, tetap memiliki hubungan dengan pusat. Di dalam UU No. 32 Tahun
2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengén pemerintah
daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.79
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan

sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang,

77 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004.
78 .

Ibid.
" UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 dan 5.

47



keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan
pemerintahan.*

Dalam hal pemilihan kepala daerah dan sistem pertanggungjawabannya, telah
diadakan perubahan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Di antaranya yang paling baru adalah ketentuan Pasal 56
ayat (2) diubah. Berisi asas pelaksanaan PILKADA serta dibolehkannya pasangan
calon dari partai politik dan calon perseorangan/independen mengkuti PILKADA,;
Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 236A, Pasal 236B,

7 dan Pasal 236C, berisi ketentuan tentang panitia pengawas pemilihan oleh Badan
Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak mengundurkan diri dari Jabatannya
kepala daerah/wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai calon Pada saat
berlakunya Undang-Undang ini, serta Penanganan sengketa hasil penghitungan
suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung
dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

F. Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi diartikan sebagar sebuah mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan

pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan

8 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 7.
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kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau local untuk
diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat. Syaukani,
HR dkk. mengatakan, sejumlah alasan mengapa hal itu harus dipilih sebagai salah
satu pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.
Kalangan ilmuan pemerintahan dan politik pada umumnya mengidentifikasi
sejumlah alasan mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah Negara,
yaitu sebagai berikut:*’

1. Dalam rangka peningkatan efisien dan effektifitas penyelenggaraan
pemerintahan.

2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah,

3. Dalam rangka memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi
nasional,

4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
dimulai dan daerah,

5.Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam
bidang politik dan pemerintahan,

6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pemerintahan,

7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di
daerah, dan

8. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersihdan berwibawa.

Menurut Nikmah dengan mengutip Dennis, desentralisasi pun memiliki
beberapa bentuk yang berjumlah empat, yakni dekonsentrasi, delegasi ke lembaga-
lembaga segi otonom atau antar daerah (parastatal), pelimpahan kewenangan

(devolusi) ke pemerintah daerah, dan peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara

\ 82 .. .. .. L -
ke LSM.™ Variasi bentuk ini terjadi karena variasi tingkat peralihan kewenangan,

8 Syaukani,HR,. Afan Gaffar dan Riaas Rasyid, Oronomi Derah Dalam Negara Kesatuan (Jakarta;

Pustaka Pelajar. 2003), him. 17.

49.

82 Nikmatul Huda, Modul Otonomi Daerah (Yogyakarta: Magister Hukum UII, tanpa tahun), hlm.
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yakni kewenangan untuk merencanakan, memutuskan dan mengatur dari
pemerintahan ke pusat lembaga-lembaga yang lain.

Pertama, dekonsentrasi kepada pejabat instansi vertikal di daerah. Dengan
model ini, kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif
kepéda instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut F.A.M.
Stroink, sebagaimana dikutip Nikmah, dekonstruksi adalah penyerahan
kewenangan menurut hukum publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-
pejabat depar‘l:emen.83

Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen
atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah
kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Seringkali lembaga-lembaga yang
menerima delegasi peran-peran pembangunan tersebut memiliki kewenangan semi
otonom untuk melaksanakan tanggungjawabnya dan bahkan tidak berada di dalam
struktur pemerintahan tetap.** Dalam kata lain, kekuasaan dan fungsi pemerintahan
diberikan kepada pemerintah lokal yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu
dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya mecnciptakan atau
memperkokoh tingkat atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi
peran dan kewenangan. Melalui devolusi, pemerintah pusat melepaskan fungsi-
[ungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintah yang berada di luar

kontrol langsungnya. Keemput, di banyak negara desentralisasi dilakukan melalui

peraliahn tugas perencanaan dan tanggungjawab administratif tertentu atau

8 Ibid.,, him. 49.
8 Ibid, ... hlm. 50
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peralihan fungsi publik, dari pemerintah ke lembaga-lembaga sukarela, swasta atau
non pemerintah.®

Berdasarkan beberapa tingkatan desentralisasi, desentralisasi yang trejadi di
Indonesia lebih tepat kepada arah kategori pertama, kedua dan ketiga.
Bahwasannya kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan
dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dianutnya asas ini adalah daerah
otonom. Ini bisa dibuktikan dengan munculnya otonomi daerah. Ciri utama daerah
otonomi adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfunhsi
sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di
tingkat lokal, karena memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Di sini, kita
bisa menemukan peran kepala daerah dan lembaga legislatif daerah pula yang
sangat strategis dalam menerapkan tiga kategori desentralisasi ini. Mengutip
pendapat Nikimah, konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga
perwakilan rakyat daerah (untuk kasus di Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama
penentu kebijakan. 8 Bukan hanya DPRD, kepala eksekutive Bupati juga
mempunyai posisi strategi karena dipilih langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan  kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan elisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di

atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

8 Ibid ... him. 51.
8 Ibid,... hlm. 51.
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Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan
pemerintahan provinsi yang bersifat pilthan meliputi urusan pemenntahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau
daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah
urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
provinst adalah urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

(1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;

(2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

(3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(4) penyediaan sarana dan prasarana umum;

(5) penanganan di bidang kesehatan;

(6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

(7) penanggulangan masalah sosial lalu litas kabupaten/kota;

(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

(9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk
lintas kabupaten/kota;

- (10) pengendalian lingkungan hidup;

(11) pelayanan pertanahan termasuk lintas batas kabupaten/kota;

(12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

(13) pelayanan administrast umum pemerintahan;

(14) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;
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(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

(16) urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

kabupaten/kota adalah urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

(1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;

(2) perencanan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

(3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(4) penyediaan sarana dan prasarana umum;

(5) penanganan di bidang kesehatan;

(6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,

(7) penanggulangan masalah sosial;

(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan;

(9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

(10) pengendalian lingkungan hidup;

(11) pelayanan pertanahan;

(12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

(13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;

(14) pelayanan administrasi penanaman modal;

(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

(16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan olen peraturan perundang-
undangan.
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BAB III .
Desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia

A. Latar Belakang Politik Hukum Kelahiran UU Pemerintahan
Daerah

Dari beragamnya definisi, Mahfud MD menyingkat cakupan politik hukum
meliputi dua hal, yakni membuat undang-undang dan melaksanakannya. Mahfudz
merumuskan bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang
dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam
rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.  Dari definisi ini, penulis
menemukan paling tidak ada dua pemahaman yang selama ini muncul inenyahgkut
pembicaraan mengenai politik hukum. Pemahaman yg pertama adalah pemahaman
yang memahami pembicaraan mengenai politik hukum berkaitan dengan hubungan
antara politik dan hukum. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman yang
memahami pembicaraan politik hukum berkaitan dengan apa kebijakan dasar yang
melatarbelakangi lahimya hukum tersebut. Untuk mengakomodasi keduanya,
diskusi mengenai politik hukum kelahiran UU Pemerintahan Daerah di dalam
tulisan ini akan diarahkan untuk membicarakan apa hubungén antara politik dan
hukum yang mempengaruhi kebijakan dasar yang melatarbelakangi kelahiran UU

tersebut.

¥ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum-Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2006),
him. 15.
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Dengan demikian, sub bagian ini akan membicarakan bagaimana rejim suatu
pemerintahan mempengaruhi model svatu undang-undang pemerintahan daerah.
Sebelum membahas mengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah, kita
harus tahu bahwa sumber pemerintahan daerah adalah Pasal 18 UUD 1945

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

Dengan demikian, Pembahasan dibawah ini tinggal memfokuskan pada
pembahasan tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pembahasan akan diaplikasikan utk menganalisa jenis rejim

pemerintahan yang berbeda melahirkan prinsip pemerintahan daerah yang berbeda

pula.
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1. Kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun-1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Pola hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh konfigurasi politik nasional pada kurun
waktu tertentu. Kehadiran Jenderal Soeharto dengan Orde Baru yang sarat dengan
dominasi tentara/militer dalam kehidupan politik nasional membawa dampak yang
sangat luas bagi keberadaan otoritarianisme. Politik hanya menjadi domain dari
sekelompok kecil orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di Jakarta.
Mendiang Menteri Dalam Negernn Amir Mahmud permnah memunculkan slogan
“Politik No, Pembangunan Yes.”*® Slogan ini menjadi semangat untuk memendam
demokrasi jauh ke dalam lumpur kehidupan politik dan menggantikannya dengan
otoritarianisme melalui segala macam implikasinya. Sentralisasi kekuasaan
mendapat tempat yang sangat kuat dalam pemerintahan Soeharto. Hal ini berkaitan
erat pula dengan hakikat pemahaman kekuasaan dari Soeharto yang mempunyai
latar belakang militer yang sangat kuat dan ditopang oleh budaya politik yang
sangat hirarkis dan sentralistik. Soeharto beralasan bahwa gaya sentralistik ini
sebagai pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.®

Pada umumnya, dalam sebuah pemerintahan yang otoritarian, sebuah produk
hukum merupakan cerminan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Produk
hukum otoritarian bersifat elitis dan menjadi instrumen dan kekuasaan untuk

memelihara mereka yang sedang berkuasa. Implementasi kebijakan tidak jarang ’

8 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan
(Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2009), him. 124.
¥ A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 9.
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juga dimanfaatkan dalam rangka kepentingan politik dari_rejim yang berkuasa.
Keadaan seperti itu telah terjadi secara nyata melalui Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU 5/1974).

UU 1ni dianggap sudah sangat buruk dilihat dari kepentingan pembangunan
demokrasi dan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum ini juga menjadi alat
penguasa untuk menyelewengkan kekuasaan sangat jauh lagi. Undang-undang ini
bukan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di Daerah. UU ini
sebenarnya tidak berniat memberikan keleluasaan warga masyarakat Daerah untuk
mengurus ruimah tangga sendiri. UU ini lebih merupakan instrumen kebijaksanaan
untuk  memelihara kepentingan orang-orang di  Jakarta. Kewenangan
“dekonsentrasi” dan “pembantuan” yang dib¢rikan kepada Daerah sebenarnya lebih
merupakan alat pembungkus pemerintah pusat untuk melakukan sentralisasi. UU
ini mempunyai semangat otoritarian yang bertolak belakang dengan semangat

cesentralisasi (yang meginginkan pembangunan demokratisasi daerah). |

UU ini mempunyai prinsip yang sangat ketat, yakni menganut bahwa
“Otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak” yaitu kewajiban dalam fangka
ikut mensukseskan pembangunan nasional yang merupakan agenda utama bagi
pemerintahan Soeharto. Logika pemerintah yang dikembangkan adalah kalau
otonomi merupakan “hak” maka akan sangat dikhawatirkan munculnya semangat
kedaerahan yang pada akhimya akan menimbulkan disintegrasi nasional. Inilah

yang merupakan logika yang sangat sulit untuk dapat diterima. Seharusnyé denganr
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semangat otonomi yang seharusnya menjadi hak rakyat di Daerah, mereka dapat
mengembangkan kreatifitasnya untuk menjalankan roda pemerintahan.90

UU 5/1974 meninggalkan prinsip “otonomi yang riil dan seluas-seluasnya”
dan diganti dengan prinsip “Otonomi yang nyata dan ber‘[anggungjawab”.gl Dalam
penjelasan dari UU tersebut dinyatakan bahwa “istilah seluas-luasnya tidak lagi
digunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat
menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan
NKRI dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada
daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Garis Besar Haluan
Negara.”

Semangat UU ini1 adalah sentra}istik. Dalam hal rekruetmen politik lokal
misalnya, masyarakat di Daerah sama sekali tidak mempunyai peranan yang
menentukan kecuali sekedar menominasi ramai—ramaiv calon Kepala Daerah, dan itu
pun belum tentu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Yang léb.ih '
menentukan adalah peranan yang dimainkan oleh pejabat militer yang ada di daerah
seperti Komandan KOREM, dan Panglima KODAM, terutama untuk menentukan
calon dari kalangan ABRYI, istilah yang populer pada waktu itu. Kalau ABRI punya
kepentingan di Daerah tertentu untuk menempatkan personilnya maka secara
otomatis calon dan kalangan sipil sama sekali tidak mempunyai peluang, dan
peranan sipil hanya sekedar menjadi pendamping proses pemilihan Kepala Daerah.

Karena itu, pada masa Orde Baru, sangat dikenal dengan istilah Calon Jadi dan

% Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara

Kesatuan,op.,cit....him. 152.
! Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, op., cit.,... him.

158.
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Calon Pendamping. Calon Jadi adalah _calon Kepala Daerah yang didukung
sepenuhnya oleh kalangan pimpinan ABRI dan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (PUOD). Lembaga
yang terkahir inilah yang paling menentukan, tentu saja bekerja sama dengan
kalangan pimpinan ABRI. Kemudian, ketika putera dan puteri Soeharto mulai
dewasa dan memiliki kepentingan poltik dan bisnis, maka mereka juga ikut
menentukan untuk menempatkan seseorang menjadi Kepala Daerah, terutama
untuk Kepala Daerah Tingkat 1. Hal itu kemudian berkembang dengan melibatkan
kerabat Cendana secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sangat besar kemungkinan
uang juga ikut menentukan, yang harus disediakan terutama kepada pejabat di
Kementerian Dalam Negeri di dalam ikut menetukan Calon Jadi yang berasar dari
kalangan sipil. Dengan demikian, masyarakat di Daerah tidak lebih sebagai
penonton yang keberadaannya tidak dipandang perlu oleh penguasa pada waktu
itu.”?

Oleh sebab itulah, UU ini mempunyai strategi khusus untuk mengebiri
kepentingan masyarakat dan pcranan DRPD. Ketiga pengwasan (prevenlil, represif
dan pengawasan umum) dilaksanakan sccara efektif oleh Departemen Dalam
Negeri, akan tetapt dimanipulasi sedemikian rupa bagi kepentingan Pemerintah
Pusat.” Sebuah peraturan Dearah baru dapat’berlaku kalau sudah dapat mendapat

pengesahan dari pejatat yang berwenang. Katakanlah Peraturan Daerah yang

berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Kalau tidak disahkan dalam waktu

%% Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, op.,
cit,,...hIm. 153-154.

% Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, op., cit., ... him.
263.
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tiga bulan, dengan sendinnya dapat diberlakukan. Namun, pemerintah dapat
memperpanjangnya untuk jangka waktu tiga bulan lagi untuk dapat
mengesahkannya. Ini adalah bentuk pengwasan yang bersifat preventif (Pasal 69).
Kenyataannya, Pemerintah Daerah hampir tidak memiliki kekuatan untuk
menghadapi Pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri. Untuk mengurus
“pengesahan” Peraturan Daerah maka pejabat Daerah harus ke Jakarta dan
mengurusnya. Dan untuk pengurusan tersebut tentu saja diperlukan dana.

Pengawasan represif diwujudkan dengan membatalkan sebuah peraturan
Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan
dengan peraturan perundangan yang ada serta Peraturan Daerah yang lebih tinggi
tingkatannya. Demikian juga dengan pembatalan Keputusan Kepala Daerah
Tingkat II. Yang menarik adalah bahwa Menteri Dalam Negeri dapat mengambil
alih tugas dan kewenangan Gubermntr kalau pejabat yang terakhir tidak menjalankan
tugasnya (Pasal 70 ayat 2) untuk membatalkan atau ménangguhkan Peraturan
Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah Tingkat I1.

Sementara itu, pengawasan umum langsung dijalankan oleh Menteri dalam
Negen atau pejabat yang ditunjuknya (Pasal 71). Ini dilaksanakan langsung oleh
Inspektorat Jenderal di Departemen Dalam Negeri. Lembaga ini sebenarnya tidak
melakukan pengawasan, tetapi sebenarnya melakukan pemeriksaan. Lembaga ini
juga akan menentukan nasib seorang Kepala Daerah yang sedang menjabat, yang
kemudian 1ﬁé1npunyai kehendak untuk menjébat kembali. Biasanya, pada masa
akhir jabatan kepala Dearah, TIM dari Departemen Dalam Negeri, terutama dari

Inspektorat Jenderal akan “turun” ke Daerah untuk memeriksa apakah Kepala
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Daerah tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam rangka
memperoleh penilaian yang sangat positif, Kepala Daerah akan memberikan
pelayanan yang terbaik kepada anggota TIM yang melakukan isnpeksi pada masa
akhir jabatan. Jabatan Inspektorat Jenderal beserta seluruh jajarannya pada masa
pemerintahan Orde Baru merupakan jabatan yang sangat “basah” dibandingkan
misalnya dengan jabatan eselon satu lainnya selain Dirjen PUOD dan Sekrterais
Jenederal di Departemen Dalam Negeri. Tentu saja, proses ini berlaku juga untuk
Jabatan di Propinsi yang memiliki kewenangan terhadap Daerah Tingkat II, di
mana biasanya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Propinsi (IRWIL-PROP)
yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari aparat Pusat di Daerah.”
Berdasarkan hublrmgarn antara rejim pemerintahan dan kebijakan dasar
pembuatan undang-undang, keberadaan UU 5/1974 mengisyaratkan politik hukum
pemerintah yang memi)unyai kecenderungan ke arah politik sentralisasi yang
diwuyjudkan melalui pelaksanaan asas dekonsentrasi yang lebiH menonjol daripada
asas desentralisasi. Di samping itu, telah nyata dalam perubahan susunan
pemerintahan daerah yang mendukung penguatan kedudukan kepala daerah sebagai
alat pemerintah pusat, yang diikuti oleh kewenangan yang dimiliki untuk
melakukan kontrol atau pengawasan, yang jelas membawa pengaruh besar terhadap

kemandirian daerah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.95

% Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, op.,

cit....hlm. 156-157.
% Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, op., cit., him. 296.
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2. Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah

Kehendak untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan politik nasional
tampaknya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan oleh siapapun
dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami euphoria terhadap perubahan.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tampaknya demikian. Usaha
untuk melakukan pembaharuan politik yang secara serius dan sadar telah dilakukan
pemerintah di bawah Presiden Habibie dengan melakukan perubahan terhadap
sejumlah undang-undang politik. Selain itu, salah satu agenda reformasi nasional
yang dicanangkan oleh pemerintah Habibie adalah yang menyangkut Desentralisasi
~ dan Otonomi Daerah yang baru. Semangat ini telah diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan kemudian menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah.

Sebagai bangsa yang berupaya untuk cerdas, maka dalam kesempatan
reformasi tersebut ada upaya keberanian untuk mengubah pola hubungan pusat-
daerah yang sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan
desentralistik. Dengan UU itu, ada upaya meninggalkan paradigma pembangunan
sebagai acuan kerja pemerintahan. Pembangunan yang telah disakralkan oleh
pemerintahan sebelumnya telah melahirkan banyak korban pembangunan.
Pengambilalihan secara sepihak terhadap rakyat atas tanah mereka dengan dalih
untuk pembaﬁgunén adalah contoh ytang sangét nyata. Ini terjadi baik dalam kasus
penggusuran berskala kecil untuk pembangunan sebuah pasar, misalnya, maupun

untuk yang bersakala besar, yang seringkali disebut sebagai bedol desa untuk
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- pembangunan waduk. Oleh karena itu, demi mengembalikan harga diri rakyat dan
demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayanan yang adil, maka
ada upaya menggunakan paradigma pelayanan dan pemberdayaan. Ini tidak berarti
bahwa pemerintah sudah tidak lagi memiliki komitmen pembangunan, tetapi
mendudukkan tugas pembangunan itu di atas landasan nilai pelayanan. Artinya,
tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan
yang bersifat mematikan kreatifitas masyarakat. Kebijakan semacam itu jelas
bertentangan dengan komitmen pelayanan dan pemberdayaan. Tujuan utama dari
- kebijakan desentralisasi tahun 1999 itu adalah; di satu pihak,l membebaskan
pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan
7 do_n_wsﬁk sehingga ira_ berkesempatan mempelajari, memahami, mengambil respon
berbabagi kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang
sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan
kebijakan nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, déngan desentr.';llisaSi
kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses
pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan
terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan
semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya trus (kepercayaan) dari
pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga
diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem yang sentralistik
mereka tidak bisa berbuat bényak dalam mengatasi berbagai masalah dalam sistem
Otonomi ini, mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari

berbagai masalah yang dihadapi.”®

% Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, op.,
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_ Mengenai mengembalikan harga diri pemerintah bisa dicontohkan dengan hal
sebagai berikut. Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daearh yang tidak
tertangani secara baik karena keterbatasan wewenang pemerintah daerah di bidahg
itu. Ini berkenaan dengan antara lain konflik pertanahan, kebakaran hutan,
pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi
anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan,
penyusunan organsiasi pemerintahan yang sesuai kebutuhan daerah, pengangkatan
dalam jabatan strukfural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan
kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah.

Sekarang, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

rPemerintahan”Daerah,' kewenangan itu didesentralisakan ke daerah. Artinya,
pemerintah dan masyarakat di daearh dipersilahkan mengurus rumah tangganya
sendin secara beﬂanggungjawab:—Pemeﬁntah pusat tidak lagi mendominasi mereka.
Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisési ini adalah melakukan
supervisi, memantau, mengawasi dan mengevalusai pelaksanaan otonomi daerah.
Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan.

UU ini telah membawa kehidupan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. UU tersebut memandang penyelenggaraan pemerintahan, terutama
pemerintahan di daerah dengan sebuah cara pandang yang baru sama sekali.
Katakanlah, sebuah paradigma baru telah diperkenalkan, yang berbeda dengan apa
yang telah lama dii)éfiékukan oleh para penyelenggara negara sebelumnya,

terutama yang didasarkan pada Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang

cit....hlm. 171-172.
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Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Semangat yang dibangun oleh Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan  dengan
memperhatikan aspek demokrasi, demokratisasi, keadilan, pemerataan serta potensi
dan keanekaragaman daerah”’. Semangat ini diperlihatkan dalam dua hal utama,
yaitu mengenai rekrutmen pejabat pemerintah daerah dan menyangkut proses
legislasi daerah. Yang menyangkut rekrutmen pejabat di daerah, UU yang baru ini
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat di daerah, melalui DPRD
baik propinsi ataupun di Kabupaten dan Kota. Tidak ada lagi campur tangan
pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negerni, Mensesneg dan Panglima
TNI. Siapa yang akan menjadi Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah
untuk menetukannya. Jelas ini merupakan sesuatu yang baru sekali dan sekaligus
usaha untuk memberdayakan masyarakat di daerah. Diharapkan dengan mekanisme
yang baru ini maka masyarakat di daerah lebih memiliki kepercayaan dan
memberikan dukungan yang kuat kepada para pemimpinnya, terutama
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, karcna
pejabat tersebut merupakan figur-figur yang mereka pilih sendin dan mereka
percayakan untuk menyelenggarakan pemerintah di lingkungan mereka.

Dalam hal proses legislasi dan regulasi daerah, terjadi pula perubahan yang
sangat menonjol. Semua peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak lagi harus disyahkan oleh Pemerintah Pusat

" Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), him.
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melalui Departemen Dala Negeri RI. Begitu DPRD menyetujui sebuah rancangan
PERDA dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil
Walikota mengesahkannya maka dengan sendirinya menjadi PERDA, tidak lagi
menunggu pengesahan dari Jakarta. Jelas ini berbeda sama sekali dengan
mekanisme yang diberlakukan sebelumnya melalui Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.”®

Kedua, Undang-undang ini mempunyai semangat mendekatkan pemerintah
dengan rakyat. Salah satu yang sangat menonjol dari UU yang baru ini adalah titik
berat otonomi daerah diletakkan kepada‘D“aerah Kabupaten dan Kota, bukan kepada
Daerah Propinsi. Dengan demikian, diharapkan pelayanan dan perlindungan yang
diberikan kepada rakyat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Tentu saja yang
harus diantisasipi adalah adanya kenyataan bahwa tidak semua Daerah Kabupaten
dan kota Memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sama dan memiliki basis yang
kuat.

Ketiga, UU ini mempunyai semangat sistem otonomi Juas dan nyata. Kalau
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
menganut sistem Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menganut
sistem ofonomi luas dan nyata. Dengan sistem ini, Pemerintah Daerah berwenang

untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan,

' kecuali lima hal yaitu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan (1) politik

186.

%8 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan...hlm. 185-
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luar negeri, (2) pertahanan dan kemanan negara, (3) moneter, (4) sistem peradilan,

dan (5) agama.99

3. Kelahiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia tak pernah sepi dari gejolak. Sejak
dilaksanakan UU Otonomi Daerah pada Januari 2001, banyak komentar yang
bermunculan baik yang pro dan kontra. Di satu sisi, Daerah sebagai pelaksana UU
tersebut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi di lain pihak pemerintah dan
sebagian kalangan berpendapat bahwa UU otonomi daerah tersebut‘menimbulkan
banyak persoalan di daerah yang justru timbul sebagai buah dari UU otonomi
daerah itu sendiri.

Otonomi daerah yang dijalankan hanya menghasilkan penyakit lama yang
diperbaharui seperti berpindahnya KKN ke daerah, munculnya raja-raja baru,
ekonomi biaya tinggi dan menguatnya primordialisme, sehingga dikhawatirkan
menimbulkan disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI'%.

Karena banyaknya permasalahan di atas, pemerintah merasa perlu agar
pelaksanaan otonomi daerah perlu ditata kembali. Muncullah inisiatif untuk

melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Wacana untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun

% Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2007), 164.

"% Tim Peneliti Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Konteks Historis Perubahan Undang-
undang Pemerintahan Daerah dari UU No. 22/1999 menjadi UU No.32/2004 (Jakarta: Kerjasama
Yappika, Partnership Kemitraan dan Uni Eropa, 2006), him. 3.
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1999 tentang Pemerintahan Daerah  sebenarnya telah berlangsung sejak
pertengahan tahun 2002-an, namun baru menguat di perbincangan publik pada awal
tahun 2004 setelah ada persetujuan dari DPR untuk melakukan upaya revisi
tersebut.

Akhirmya, pada bulan Oktober 2004, menjelang berakhirmya kekuasaan
pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah bersama-sama DPR menyepakati
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai UU
di bidang pemerintahan daerah yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian menjadi sandaran
makro bagi penerapan kebijakan desentralisasi pemerintah kepada daerah hingga
sekarang. Memang, pada satu sisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah secara mendasar telah menjadi tonggak demokratisasi lokal
dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada
Langsung). Namun demikian, dalam proses benyusunan UU, kita tidak bisa
menafikan banyaknya kepentingan politik serta proses legislasinya yang belum
tuntas sehingga banyak hal substantif dalam UU ini bersifat multitafsir dan menjadi
celah terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antidemokrasi.
Dalam banyak kesempatan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  dipandang sebagai pintu masuk kembalinya peran
pemerintah pusat secara signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

daerah (resentralisasi).
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Baru setahun setelah UU ini diimplementasikan]m, pada tahun 2002 telah
mulai ada pemikiran dari Pemerintah Megawati untuk melakukan perubahan atas
UU yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Saat itu, dalam
sebuah seminar di Jakarta dimana Presiden Megawati menjadi keynote speaker,
dengan sangat tegas ia mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah perlu dirubah karena sejumlah permasalahan seperti
kewenangan provinsi yang tidak jelas. Ia lalu menunjuk sejumlah kasus dimana
terdapat rapat koordinasi di tingkat provinsi, tetapi bupati/walikota menolak untuk
hadir. Kasus-kasus tersebut kemudian dijadikan bukti oleh Pemerintah bahwa
pelaksanaan otonomi daerah sudah “kebablasan.”'%

Tetapi saat i1tu, ide untuk melakukan perubahan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  tersebut ditolak banyak pihak:
masyarakat, asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah, bahkan termasuk fraksi-fraksi
di DPR. Perbincangan mengenai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah kembali menghangat pada kuartal terakhir tahun
2003. Sikap dan pandangan pro-kontra pun kembali terjadi, kendati dengan skala
yang lebih moderat dengan adanya aturan baru ketatanegaraan seperti pemilihan
langsung presiden dan wakil presiden. Selain itu juga karena tekanan publik yang

semakin keras terhadap praktik-praktik buruk yang terjadi dalam pengelolaan

pemerintahan daerah —baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

%" Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan efektif
berlaku 1 Januari 2001.

'%2 Tim Peneliti Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Konteks Historis Perubahan Undang-
undang Pemerintahan Daerah dari UU No. 22/1999 menjadi UU No.32/2004, op., cit.,...hlm. 8.
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Pihak-pihak yang menentang ~terutama berasal dart  daerah-daerah
kabupaten/kota, menilai bahwa wajar jika pelaksanaan otonomi daerah masih
terdapat kekurangan di sana-sini. Sebab, implementasi UU ini setelah melalui tahap
transisi (1999-2001) yang baru berjalan tiga tahun, saat itu tengah menginjak tahap
instalasi (2002-2003). Mereka berpandangan bahwa konsolidasi baru terjadi pada
tahun 2004-2007. Setelah tahap terakhir itulah evaluasi terhadap otonomi daerah
baru dapat dilakukan, dan jika kemudian dalam evaluasi tersebut memerlukan
penyempurnaan guna pelaksanaan otonomi daerah, daerah pun menyambut baik.'®

Pada akhirnya, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah berhasil dilakukan dengan alasan hukum yang sangat
logis. Beberapa kebijakan dasar yang melatarbelakangi kelahiran Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pertama, secara normatif, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemernintahan Daerah  perlu direvisi karena sandaran konstitusionalnya telah
berubah. Sebagaimana diketahui, Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 10
Agustus 2002 telah menghasilkan perubahan keempat konstitusi Negara. Salah satu
perubahan tersebut terkait dengan Pasal 18 tentang Pemerintahan Dacrah. Dalam
naskah UUD 1945 hasil amandemen, kctentuan Pasal 18 tclah mengalami
penjabaran lebih detil dari naskah aslinya dengan menyebutkan sejumlah prinsip-

104

prinsip otonomi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. ™ Dengan demikian,

revisi terthadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

'3 Lihat Tarik Ulur Revisi UU Otonomi Daerah, Laporan Utama Forum Keadilan, Edisi No. 32, 4
Januari 2004. him. 33.

' Sebagai perbandingan, Pasal 18 dalam naskah asli UUD 1945 hanya terdiri dari 1 (satu) pasal,
setelah melalui perubahan keempat berubah menjadi 3 (tiga) pasal dan 11 (scbelas) ayat ketentuan.
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Daerah  merupakan konsekuensi dari perubahan konstitusi tersebut. Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah didasarkan pada
UUD 45 sebelum amandemen, sementara penggantinya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didasarkan pada format konstitusi hasil
amandemen. Sebelumnya, MPR telah pula menetapkan rekomendasi berkaitan
penyelenggaraan otonomi daerah melalui Tap MPR No. IV Tahun 2000, dan
kemudian diperkuat kembali melalui Tap MPR No. VI Tahun 2002.'% Perubahan
pada aras konstitusi dan amanat ketetapan MPR inilah yang menjadi dasar normatif
bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, adanya pandangan dari pemerintah terhadap jalannya otonomi daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang tidak terkontrol dan mengarah pada terbentuknya oligarki kekuasaan di daerah
sehingga membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik'lndonesia.

Fenomena otonomi daerah yang kebablasan ini pun kemudian berkembang
menjadi dalih yang justru lebih “populer” ketimbang alasan normatif lainnya.
Dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan otonomi yang didasarkan pada Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan
sejumlah ekses yang tidak menguntungkan dan oleh karena itu perlu ditata kembali.
Menurut Made Suwandi, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Depdagri, Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan paradoks

dari UU pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya (Undang-undang Nomor 5

1% ihat Tap MPR No. IV Tahun 2000 dan Tap MPR No. VI Tahun 2002 tentang Rekomendasi
tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

71



Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah) dan memunculkan
perubahan yang luar biasa. Dilihat dari elemen dasar pemerintahan, berbagai urusan
yang semula urusan pemerintah pusat tiba-tiba dibawa ke daerah semua seperti
urusan kelembagaan, personil, keuangan, hubungan antara DPRD dengan kepala
daerah. Perubahan-perubahan ini bersifat drastis, sementara kesiapan untuk
menampung perubahan itu tidak ada.

Kondisi di atas menimbulkan kegamangan di kedua belah pihak: pemerintah
pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat gamang karena kewenangannya
diambil secara tiba-tiba, di sisi lain daerah juga gamang karena tiba-tiba
tanggungjawab kewenangannya menjadi besar sekali. Akibatnya, bukannya terjadi
inkorporasi dalam pelaksanaan otonomi —#and in hand, antara pusat dengan daerah,
tetapi malah terjadi hubungan yang diametrik. Pusat merasa kewenangannya
diambil dan lupa melakukan supervisi dan fasilitasi, sementara daerah juga merasa
bahwa pusat bersikap setengah hati. Ibarat kepalanya di lepas ekornya; dipegang.
Akhimnya, pelaksanaan otonomi di daerah pun jalan sendiri-sendiri. Menurut Made,
Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Yang paling parah adalah UU
sektor. Semuanya belum direformasi sesuai dengan jiwa otonomi. UU otonominya
mengatakan harus didesentralisasikan, sementara UU sektornya mengatakan tidak

desentralisasi sehingga menyebabkan tabrakan dan terjadi rebutan kewenangan. '

"% Tim Peneliti Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Konteks Historis Perubahan Undang-
undang Pemerintahan Daerah dari UU No. 22/1999 menjadi UU No.32/2004, op., cit.,...hlm. 9.
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B. Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam Sejarah NKRI

Sub bagian ini membahas mengenai design teknis penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang (pernah dan sekarang) berlaku di NKRI. Dalam asumsi
sementara, penulis menemukan bahwa bila di satu sisi suatu undang-undang
pemerintahan daerah mengkonstruksi design kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota yang terlalu kuat, maka di sisi lain undang-undang ini mempunyai
kelemahan dalam mendesign kekuatan kesatuan pemerintahan daerah tersebut
dalam bingkai NKRI. Begitupula sebaliknya, jika yang dikuatkan adalah kesatuan
NKRI, maka yang dilemahkan adalah kewenangan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, bagian ini menghasilkan analisis apa kelebihan
dan kekurangan yang dimiliki setiap undang-undang di atas dalam
menyeimbangkan kekuatan ~ pemerintahan daerah dan kekuatan kesatuan

pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI.

1. Muatan Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

UU ini mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Secara tertulis,
pelaksanaannya ditekankan pada kabupaten/kota. Akan tetapi, pada pelaksanaanya,
tetaplah provinsi yang lebih dominan. Wilayah negara dibagi ke dalam daerah besar
dan kecil yang bersifat otonom atau administratif saja. Sekalipﬁﬁ tidak ada
perbedaan yang tegas antara Daerah Otonom dengan Daerah Admnistratif, tetapi

kenyataannya sebuah wilayah pemerintahan mempunyai dua kedudukan sekaligus,
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yaitu sebagai Daerah Otonom yang berpemerintahan sendiri dan sebagai. Wilayah
Administratif yang merupakan representasi kepentingan Pemerintah Pusat yang ada
di daerah. Prinsip ini diwujudkan sebagai refleksi dari prinsip dekonsentrasi yang
diselenggarakan sekatligus dengan desentralisasi.

Oleh sebab itu, pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yaitu
Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom, dan kemudian
Wilayah ~ Administratif berupa Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya. Daerah
otonom tingkat yang lebih tinggi berhak memberikan pengawasan terhadap Daerah
yang lebih rendah. Hubungan antara Daerah Tingkat I dengan tingkat II bersifat
hirarkis di dalam hampir semua aspek pemerintahan, terutama yang menyangkut
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah menyatakan:

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun
daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

(2) Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada
kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah menyatakan:

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara.

(2) Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kebupaten dan
Kotamadya.

(3) Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah
Kecamatan.

(4) Apabila dipandang perlu sesuat dengan pertumbuhan dan
perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratip
yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah dinyatakan pula bahwa Titik Berat Otonomi Daerah
diletakkan pada Daerah Tingkat II. Ditempat lain dalam Pasal 2 dan 3 PP Nomor 45
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Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II menyatakan bahwa; Pasal 2, Titik berat
otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan menyerahkan
sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan;
dan Pasal 3, (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah
mendengar pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non
Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang
bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan (2)
Pelaksanaan penelitian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) diatur
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Akan tetapi, keberadaan pasal ini sama sekali tidak ada artinya karena
adanya sistem otonomi yang bersifat hirarkis itu sendiri dan adanya pembagian
wilayah otonom dan administratif. Apalagi DPRD yang merupakan lembaga
legislasi di Daerah dan yang menjadi penjelmaan kepentingan masyarakat Daerah
memainkan peranan yang sangat minimal dengan sistem yang hirarkis ini. Jadi
sebenarnya, UU ini mengandung prinsip-prinsip yang bertentangan antara satu
dengan yang lainnya. Dengan adanya DPRD maka diharapkan demokrasi dapat
diwujudkan, tetapi dengan sistem otonomi yang bertingkat dan hirarkis dengan
sendirinya akan menafikan demokrasi itu sendiri. Belum lagi peranan-peranan yang
dimainkan oleh Pemerintah di Jakarta sebagai eksesesif atau berlebih-lebihan.

Dewan perwakilan rakyat Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II dan
Kotamadya merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Hal itu dinyatakan dengan
jelas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pemerintah Daerah adalah Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prinsip ini baru pertama kali dalam
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sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia karena umumnya DPRD
terpiséh dari Pemerintah Daerah. Memang UU ini tidak memberikan tempat yang
terhormat bagi DPRD dan hal itu memperlihatkan dengan lemahnya kemandirian
sebuah lembaga legislatif yang, seharusnya menjadi pilar utama bagi demokrasi
pada suatu pemerintahan negara. Semua Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh
DPRD harus disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 28), yang dalam hal ini
Meneteri Dalam Negeri untuk Perda Tingkat I dan gubernur/Kepala daerah Tingkat
I untuk Perda yang dibuat oleh DPRD Tingkat II.

Peranan menteri dalam negeri dalam penyelenggraan pemerintahan daerah
dapat dikatakan sangat bersifat eksesif atau berlebihan-lebihan yang diwujudkan
dengan melakukan pembinaan langsung terhadap Daerah. Hal itu diperlihatkan
dalam Pasal 67 dari UU tersebut yang menyatakan “Menteri Dalam Neger
melaksanaan Pembinaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah
untuk mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya, baik menéenéi urusan rumah
tangga Daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.” Jelas ini merupakan
suatu pengebirian yang sangat mencolok dari makna otonomi dan desentralisasi
dalam kehidupan politik dan pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri dapat
melakukan apa saja dalam menafikan kebijaksanaan Daerah yang dianggap dan
dirasakan olehnya dalam rangka peningkatan hasil guna dalam pemerintahan. Ini
juga merupakan perwujudan yang sangat konkrit dari dominannya sentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia masa pemerintaha'nr Orde
Baru yang berjalan selama tiuga puluh tahun lebih, sekalipun UU ini baru berlaku

pada tahun 1974. Istilah pembinaan ini dapat bermakna apa saja sesuai dengan
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interpretasi Menteri Dalam Negeri pada suatu kurun waktu tertentu yang pada
akhimya menafikan hak dari masyarakat di Daerah. Hal itu menjadi bertambah
kompleks lagi dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
yang dikategorikan ke dalam pengawasan Preventif, Represif dan pengawasan
Umum yang juga dapat dimanipulasi atas nama kepentingan pemerintah Pusat di
Jakarta.

Undang-undang ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan sangat
kuat kepada Kepala Wilayah Ketimbang kepala Dearah. Negara Indonesia, di
-samping terdin dari Daerah Otonomo juga terdiri dari Wilayah Administratif.
Daerah Otonom dipimpin oleh Kepala Daerah Tingkat 1 dan Kepala Daerah
Tingkat II, sementara itu untuk wilayah Admnistratif diberi nama Propinsi yang
dipimpin oleh seorang Gubemur. Kemudian Propinsi dibagi habis ke dalam
Kabupaten dan Kotaya yang dipimpin oleh Bupati dan Walikota. selain itu,
Kabupaten dan Kotamadya dibagi pula ke dalam kecamatan-kecamatan yang
dipimpin oleh camat. Seorang kepala wilayah merupakan aparat pemerintahan
Pusat yang ada di Daerah, yang merupakan representasi dari semua kepentingan
Pusat di Daerah. Aparat ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden melalui
Menteri dalam negeri untuk Gubernur, sedangkan Bupati dan Walikota
bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 78). Dengan demikian, pejabat
pemerintahan yang merupakan kepala wilayah dapat menafikan keberadaan DPRD
atas nama Pemerintah Pusat.

Dinyatakan pula bahwa “Kepala Wilayah sebagai Kepala pemerintahan

adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti

77



memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina
kehidupan masyarakat di segala bidang” (Pasal 80). Pasal ini menjadikan Gubernur,
Bupati, walikota dan bahkan Camat merupakan penguasa yang sama sekali tidak
terkontrol kekuasaannya kecuali oleh pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.
Kedudukan politik yang sangat besar bagi Kepala Wilayah ini menjadikan elemen-
elemen yang lain dalam sebuah pemerintahan dapat menafikan keberadaannya.
Pasal 81 menguraikan secara terperinci kekuasaan Kepala Wilayah ini. Wewenang,
tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:

a. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan
kebijaksanan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi,
Negara dan politik dalam Negeri serta pembinaan kestuan Bangsa sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal dan
instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-Dinas daerah, baik dalam perencanaan
maupun dalam pelaksanaan ‘untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya.;

d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-
undangan dan peraturan Daerah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah dan
peraturan Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
pemerintah;

f. Melakukan segala tugas pemerintahan yang dengan atau atas berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya;

g. Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas
pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.
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2. Muatan Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai semangat untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai design penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang beﬁé]ak belakang dari Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini melakukan
penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan
domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, poitik luar
negeri, peradilan, pertanahan, keamanan serta beberapa bidang kebijakan
pemerintahan yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang
pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan.

Perbandingan yang sangat kelihatan adalah Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak membagi daerah otonom dan
daerah administratif dalam satu daerah sekaligus. Sekarang jelas bahwa daerah
otonom adalah Kabupaten/Kota, sedangkan wilayah administratit adalah propinsi.

Pasal 2 Uhdang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan;

l. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah
Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat Otonom.

2. Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3 menyatakan:

\Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),
terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah
menyatakan bahwa daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tidak lagi
mempunyai hubungan hierarki. Karenanya masing-masing daerah secara otonom
mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; (2) melaksanakan; dan (3)
mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah
kabupaten/kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah
propinsi. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi tidak diatur dan
tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Hubungan hierarki
secara implisit sudah tidak ada lagi namun demikian hubungan fungsional dan
koordinatif masih tetap diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan:

1. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Pengaturan tentang independensi daerah Kabupaten/Kota ini menunjukkan

adanya kontradiksi dengan semangat yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Padahal telah jelas bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom mengatur bahwa Propinsi

mempunyai kewenangan dalam hal-hal yang bersifat lintas kabupaten.
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Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan
bahwa kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.

Di samping dengan menguatnya kekuatan daerah kabupaten/kota, UU ini-
melakukan penguatan pada peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala
daerah. DPRD tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat
17 Updang—g_n@ang Nomqr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah:

a. Memilih  Gubernur/Wakil  Gubernur, Bupati/Wakil  Bupati,
Walikota/Wakil Walikota.

b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil
Gubermnur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

d. Bersamaan dengan Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota membentuk peraturan daerah.

e. Bersama Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota menetapkan APBD, _

f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanz;én Perda dan Peraturan
perundang-undangan lain; pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota;
pelaksanaan anggaran APBD; kebijakan Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan
kerja sama internasional di daearh.

~g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap
rencana péijanji'érfl'i'ntemésional yang menyangkut kepentingan Daerah.

h. Menampung dan meninandaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
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Kepala Daerah Kabupaten/Kota bukan lagi menjadi kepanjangan tangan
dari pemerintah pusat karena 1a juga harus melakukan pertanggungjawaban
kepada DPRD. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU ini menyatakan bahwa DPRD bisa
meminta dan menolak Pertanggungjawaban Gubemur, Bupati, Walikota. Hal ini
juga merupakan sesuatu yang dapat dikatakan baru dan bagian dari misi reformasi
dari Undang-undang ini. Dapat pula kita katakan bahwa dengan klausul ini maka
kedudukan DPRD menjadi sangat kuat.

Di samping kepada DPRD, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah
wajib menyampaikan laporan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
7 legyahnyg k¢pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk Bupati dan
Walikota, laporan tersebut tembusannya juga wajib disampaikan kepada Gubernur
yang menjadi Kepala daerah Propinsi. Laporan tersebut wajib disampaikan
setahun sekali kepada Presiden (Pasal 44, ayét 3).

Kepala Daerah “Wajib” memberikan “laporan” tahunan kegiatannya kepada
DPRD. Kepala Daerah juga “Wajib” membenkan pertanggungjawaban kepada
DPRD pada setiap akhir tahun. “Wajib” pula menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas permintaan DPRD yang menyangkut hal-hal tertentu.
DPRD juga dapat menolak laporan pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, baik
yang menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan ataupun
pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditempuh oleh Kepala Daerah (Pasal 45
ayat 1 dan ayat 2).

Pasal 45 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan:
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(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada
DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD
untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2).

Semakin hilangnya aroma kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada
kewenangan kepala daerah juga ditunjukkan dalam hal berikut ini. DPRD dapat
mengusulkan pemeberhentian Kepala Daerah kepada Presiden. Kalau laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala Daerah ditolak oleh DPRD,
maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah Kepala Daerah harus
melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga
puluh hari. Kalau hal itu sudahr dilaksanakan maka harus segera
menyampaikannya kembali kepada DPRD. Tetapi jika sampai dua kali laporan
pertanggungjawaban ditolak” oleh DPRD, maka DPRD dapat mengusulkan
pemberhentian Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Presiden. Jika hal itu
benar-benar terjadi, maka terserah Presiden untuk menilai dan menentukan sikap
atas pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut. Untuk lcbih jclasnya, dapat kita
lithat dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah tersebut.

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan
maupun  pertanggung-jawaban  keuangan, harus melengkapi  dan/atau
menyempurmakannya dalam jangka waktu paling iama tiga puluh hari.

(2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan
pertanggungjawabannya menyampaikan-nya kembali kepada DPRD, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua
kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
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(4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Pemerintah.

Untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah, sidang DPRD harus
dihadiri oleg dua pertiga anggota DPRD dan harus pula disetujui oleh dua pertiga
anggota DPRD yang hadir (Pasal 49). Namun demikian, Kepala Daerah dapat
diselamatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, yang menetapkan
bahwa untuk menolak pertanggungjawaban Kepala daerah tidak hanya harus
didukung oleh dua pertiga anggota DPRD, akan tetapi, juga harus didukung oleh
semua fraksi yang aéa di DPRD. Dengan demikian, seorang Kepala Daerah cukup

didukung oleh semua fraksi untuk mempertahankan posisinya.

3. Muatan Materi Desentralisasi dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sayangnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menganut paradigma yang sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hubungan propinsi dan kabupaten/kota.
UU ini belum secara tegas mengatur hubungan hirarki antara keduanya. UU ini
sekedar melakukan penambahan yang lebih bagus mengenai wilayah adat.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
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Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah.

(4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.

(5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan
sumber daya lainnya.

(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,
dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan
kewilayahan antar susunan pemerintahan.

(8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga
lebih memperkuat peranan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah
dengan dirincikan tugas, wewenang dan kewajiban yang bersifat “attributed”.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan:

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan:

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
memiliki tugas dan wewenang:

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/Kota;

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan
kabupaten/kota;

85



c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan
di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada APBN.

(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintah menempatkan gubernur di samping sebagai kepala daerah otonom juga
menjadi wakil pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten dan kota diberlakukan
peran satu saja, yang artinya bupati/ walikota hanya berkedudukan sebagai kepala
daerah otonom. Bupati/ walikota menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah tidak merangkap sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran pembinaan dan
pengawasan (Binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota,
koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah kabupaten/ kota, dan
koordinasi Binwas penyelenggaraan tugas pebantuan di daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih
memosisikan  provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah
, adminisfrasi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
mengharuskan provinsi menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah,
juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya. Tetapi,

ketidakjelasan posisi gubernur di antara pemerintah pusat dan pemerintah
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kabupaten/kota dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi sumber konflik antarsusunan pemerintahan dan
aparat. Di satu sisi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, dan di lain
sisi, gubernur adalah kepala daerah yang dipilih rakyat.

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur harus menjamin keterlaksanaan
visi dan misi pemerintah pusat, terutama tugas-tugas pemerintahan umum seperti
stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Konsekuensinya,
diperlukan pengaturan sistematis yang menggarﬁbarkan hubungan berjenjang, baik
pengawasan, pembinaan, maupun koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di kabupaten/kota.

Sedangkan, gubernur sebagai kepala daerah menyelenggarakan otonomi
seluas-luasnya, utamanya urusan lintas kabupaten/kota, kecuali urusan
pemerintahan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.
Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah memperkuat orientasi
pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap
fragmentasi spasial, sosial, dan ekonomi di daerah.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang urusan wajib
yang harus dikelola bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yakni:

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan
ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i.
penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan
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catatan sipil; 1. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p.
perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan
politik dalam neger; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawalan, dan persandian; u.
pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial, w. kebudayaan; x. statistik; y.
kearsipan; dan z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dumaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan
dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energ: dan sumber daya mineral; e.
pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilithan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

C. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
Ideal

Provinsi dan Kabupaten/Kota sama-sama merupakan daerah otonom. Justru
karena keduanya adalah daerah otonom, pelaksanaan desentralisasi tidak bisa
dilaksanakan dengan lancar. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah telah
menunjukkan adanya dinamika dominasi kewenangan propinsi dan kabupaten.
Implementasi Undang-undang Nomor 5 -Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah  menunjukkan adanya dominasi kewenangan gubernur
sehingga desentralisasi pada kabupaten/kota tidak terlaksana secara maksimal.
Meskipun mempunyat kelemahan dalam mempcrkuat kewenangan kabupaten/kota,
tetapi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah ini mempunyai kelebihan dalam memperkuat pengawasan dari propinsi

kepada kabupaten/kota dan pelaporan propinsi kepada pemerintah pusat.
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Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menunjukkan adanya kemenangan kekuasaan kabupaten/kota. Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  ini ingin
mempraktekkan desentralisasi pada kabupaten/kota yang sesunggugnya. Akan
tetapi, UU ini dinilai berbahaya karena bisa mengancam keutuhan KNRI dengan
semangat federal.

Tumpuan perbaikan ada pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Akan tetapr UU ini juga masih mempunyail kelemahan.
Menurut UU ini, selain mewakili kepentingan pemerintah pusat di daerah, gubernur
juga mempunyai kewajiban membangun daerah. Tetapi Undang-undang Nomor 32
‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum dengan jelas mengatur manakah
yang berhak dibela propinsi; apakah daerah atau pemerintah pusat. Karena itu,
pelaksanaan berbagai peran tersebut belum dapat dilakukan secara optimal.
Rendahnya optimalitas dari pelaksanaan peran tersebut, sering membuat
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota kurang dapat dikoordinasikan
secara efektif dan sinerjik untuk mencapai tujuan pembangunan provinsi.
Seharusnya hubungan antara provinsi kabupaten/kota dalam wilayahnya diatur
dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah
pusat melalui kementerian dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang
bersifat konkuren. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mengamankan
melalui mekanisme binwas agar tata hubungan yang diatur dalam NSPK (Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria) berjalan secara optimal.
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Tim penyusun Naskah Akademik bagi revisi Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpendapat bahwa revisi Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam konteks
hubungan pemerintah pusat-propinsi-kabupaten/kota, paling tidak harus bisa
mengatasi masalah berikut ini. Pertama, kapan Gubernur harus bertindak sebagai
wakil pemerintah pusat dan kapan Gubernur harus bertindak sebagai kepala daerah.
Hal ini perlu diatur dengan jelas karena memiliki implikasi kelembagaan dan
anggaran yang berbeda. Ketidakjelasan pengaturan kedudukan Gubernur sebagai
wakil pemenntah pusat dan kepala daerah membuat fungsi ganda Gubernur belum
dapat berjalan dengan baik karena struktur kelembagaan dan anggaran belum dapat
memberi dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan fungsi ganda Gubernur.

Kedua, akibat dari tidak berjalannya secara optimal fungsi ganda itu maka
pelaksanaan Binwas dari Gubemur belum dapat berjalan dengan baik. Akibat lebih
jauh dan tidak berjalannya peran Binwas, maka penyelenggaraan pemerintahan di'
daerah selama ini kurang terkoordinasi dengan baik dan sinerji dalam
pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan secara optimal. Jika tidak dilakukan
pengaturan yang jelas fungsi ganda Gubenur sebagai kepala daerah dan wakil
pemerintah pusat dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka upaya untuk mendorong adanya pembangunan daerah
yang sinerjik dan sustainable dalam wilayah provinsi akan mengalami banyak

hambatan.'®’

"7 Tim Penyusun Akademis Kementerian Dalam Negeri, Naskah Akademik Revisi Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriniahan Daerah (Jakarta: Kementerian Dalam Negen,
2011), him. 68.
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Dengan mengingat besarnya permasalahan yang muncul sebagai akibat dari
ketidakjelasan peran Kepala Daerah provinsi dan Gubernur, maka penyempurnaan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu
membuat pengaturan yang jelas tentang peran Gubernur baik sebagai Kepala
Daerah dan wakil pemerintah pusat. Pengaturan yang lebih jelas tentang kedudukan
Gubernur yang memiliki dua fungsi juga sangat diperlukan untuk mengurangi
konflik dan kesulitan membangun sinerji dalam pembangunan daerah. Sebagai
wakil pusat Gubernur seyogyanya mempunyai perangkat tersendinn yang dibiayai -
dari APBN. Apabila perangkat daerah dimanfaatkan sebagai perangkat gubernur
sebagai wakil pusat akan potensial menyebabkan kerancuan dalam pembiayaan,
pengawasan d.an pertanggung jawaban.

Sebagai daerah otonom, provinsi dapat membuat kebijakan kekhasan provinsi
yang mencirikan provinsi dan membedakannya dengan provinsi lainnya. Provinsi
juga memiliki peran dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kerjasama antar
daerah dalam pengembangan kawasan. Provinsi karenanya dapat membuat
peraturan daerah yang terkait dengan kekhasannya yang mengikat kabupaten/ kota
yang ada di wilayahnya. Disamping itu, provinsi memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan desentralisasi yang menjadi urusannya, lintas
kabupaten/kota, dan atau urusan yang eksternmalitasnya melewati batas-batas
kabupaten/ kota. Dalam konteks ini, gubernur sebagai kepala provinsi memiliki
kewenangan mengambil kebijakan yang mengikat kabupateh/ kota yang ada di
wilayahnya. Untuk itu pengaturan tentang peran gubernur sebagai kepala provinsi

perlu dibuat agar dapat menjadi instrumen bagi gubernur untuk melakukan
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koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan kabupaten/ kota agar mereka dapat
bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan di provinsinya.

Dengan demikian sebagai tawaran konsep desentralisasi yang ideal sesuai
kepentingan NKRI, penulis memilih sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keutuhan NKRI maka hubungan hirarki antara pemerintah
pusat, propinsi dan kabupaten/kota tetap harus dipelihara dalam pelaksanaan
otonomi daerah ini. Penulis memilih sistem hirarki yang sudah dilakukan UU
5/1974. Akan tetapi penulis menolak kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini dalam hal pelaksanaan
dekonsentrasinya. Yakni menjadikan kabupaten/kota terdominasi oleh propinsi.

2. Kelebihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah  itu kemudian bisa dikombinasikan dengan kelebihan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni
menegaskan bahwa kabupaten/kota hanya sebagai daerah otonom:’ Untuk menjaga
keutuhan NKRI-nya, maka gubemur mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) dan pembinaan kepada
daerah (sebagai kepala daerah yang membina daerahnya). Akan tetapi pada
akhimya, peran gubernur yang ganda tersebut juga harus dipertegas, kapankah

membela daerah dan kapankah membela pusat jika terjadi konflik kepentingan.

D. Analisis

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini mempunyai
kelebihan tersendiri dalam menjaga keutuhan NKRI. Adanya konsep yang hirarkis
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seperti ini memudahkan sistem kordinasi yang baik dari Pemerintah Pusat menuju
Propinst dan akhimya kepada Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kesatuan dan
keutuhan pola pemerintahan otonom di masing-masing kabupaten/kota bisa terkontrol
dengan baik oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, model undang-undang
ini melemahkan kapasitas pemerintahan daerah. Ini disebabkan karena model
desentralisasi yang dipilih adalah lebih mengutamakan semangat dekonsentrasi
daripada desentralisasi. Adanya konsep kepala wilayah yang sekaligus menjadi kepala
daerah menunjukkan bahwa ia hanyalah wakil dari pemerintah pusat yang
ditempatkan di daerah. Sementara di sisi lain, DPRD tidak mempunyai kekuatan
hukum untuk mengimbangi kepala wilayah. Adanya pembagian daerah otonom dan
daerah administratip ini telah melemahkan semangat des¢ntralisasi itu sendiri. Ini
disebabkan karena kepala wilayah yang merupakan penguasa di daerah administratif
Justru merupakan kepanjanganan tangan dari pemerintah pusat.

Adapun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah bagus dalam rangka menguatkan kapasitas pemerintahan daerah. Kepala
daerah bukan lagi kepanjangan-tangan dari kepentingan pemerintah pusat. Bahkan
kepala daerah bukan lagi sebagai pemain tunggal yang mempunyai kekuasaan
segalanya di Daerah karena DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasinya.
DPRD mempunyai kedudukan yang seimbang dengannya dan bisa meminta
pertanggungjawaban kepadanya, bahkan bisa mengusulkan pemberhentian kepala
daerah kepada Presiden. Akan tetapi Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kelemahan dalam menjaga

keutuhan NKRI. Daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota masing-
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masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.
Pengaturan tersebut mengakibatkan kepala daerah kabupaten/kota menganggap
gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu berkordinasi dengan
gubernur, tetapi langsung saja ke pusat. Inilah yang dianggap oleh Megawati
sebagai kebablasan.

Adapun desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai berikut. Peran ganda Gubernur, sebagai kepala daerah
dan wakil pemerintah pusat, sering menimbulkan konflik peran ketika kepentingan
provinsi berbeda dengan kepentingan Pemerintah. Sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah, Gubernur seringkali harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yang
kadangkala berbenturan dengan kepentingan daerahnya. Ketika kebijakan kementerian
berbeda dengan kepentingan daerah, Gubernur mengalami kesulitan untuk mengambil
peran sebagai wakil pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah belum mengatur situasi seperti ini.

Sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur melaksanakan tugas dekonsentrasi.
Namun, peran Gubernur dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi tidak diatur dengan
jelas. Pasal 10 ayat 4 dan ayat 5 tidak mengatur dengan jelas mengenai tugas yang
harus dilakukan Gubernur. Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa pemerintah dapat
melimpahkan penyelenggaraan urusannya kepada Gubernur. Selebihnya, pelimpahan
urusan pemerintah kepada Gubernur tidak diatur dalam UU. Hal ini sering membuat

kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi tidak jelas.'%®

1 pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (4) Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
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BAB IV -

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan (analisis) tersebut pada bab terrdahulu, penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Perbedaan desentralisasi pemerintahan daerah disebabkan karena
perbedaan rejim pemerintahan. Rejim pemerintahan yang mempunyai
semangat sentralistik membentuk model pelaksanaan otonomi yang lebih
menekankan kepada dekonsentrasi dan tugas pembantuan daripada
desentralisasi. Meskipun mengatakan desentralisasi, sebenamya dalam
prakteknya adalah sentralisasi karena otonomi yang diberikan lebih
merupakan tanggungjawab daripada merupakan hak pemerintahan daerah
(Kasus dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah). Semangat pembaharuan yang dimiliki rejim
reformasi menyebakan bentuk otonomi yang luas dan nyata. Dengan
demikian, otonomi ini mengupayakan untuk mengubah pola hubungan
pusat-daerah yang sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat
kemitraan dan desentralistik (Kasus dalam Undané—undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Semangat membendung

menyelenggarakan sendin atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau
pemerintahan desa;

(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Juar urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendirn sebagian urusan pemerintahan;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

berdasarkan asas tugas pembantuan.
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liberalisasi NKRI menyebabkan munculnya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah mempunyai kelebihan sistem hubungan hirarki pemerintah pusat-
propinsi-kabupaten/kota dalam  mengawal semangat NKRI, tetapi
mempunyai kelemahan untuk mengaplikasikan desentralisasi pada
kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah mempunyai  kelebihan mengaplikasikan
desentralisasi pada kabupaten/kota, tetapi mempunyai kelemahan dalam

mengawal sistem hubungan hirarki pemerintah pusat-propinsi-

kabupaten/kota demi menjaga NKRI. Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kelebithan mengawal
desentralisasi kabupaten/kota -melalui pengawasan oleh propinsi, tetapi
mempunyai kelemahan belum mengatur kapan propinsi bel“[indak. sebagai
wakil pemerintah pusat dan kapan bertindak sebagai kepala daerah.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, hubungan hirarki antara pemerintah
pusat, propinsi dan kabupaten/kota tctap harus dipclihara dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian untuk merealisasikan pelaksanaan
desentralisasi 1deal, peran gubemur untuk melakukan pengawasan
(sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) terhadap pemerintahan daerah
dan pembinaan r(sebagai kepala daerah) kepada pemerintahan daerah

kabupaten/kota harus diseimbangkan secara maksimal.
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B. Saran -

Penelitian ini hanya mengungkap salah satu sisi penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam konsep desentralisasi. Sisi yang dipilith adalah hubungan antara
pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tentunya masih banyak lagi sis-sisi
yang lain, sepertt aspek pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD,
kedudukan DPRD, pembentukan SKPD, pengangkatan pegawai. Sisi-sisi yang lain
tersebut pastinya mempunyai kelebihan atau kekurangan yang kasusnya berbeda
dengan penelitian yang sekarang dibahas. Untuk itu, penelitian mengenai hal

sebagaimana dinyatakan tersebut masih terbuka peluang untuk diamati kembali.

97



g
— E .

_. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Rujukan

Abu Daud Busroh, llmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

Agus Dwiyanto, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ringkasan
Elsekutif (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2002).

Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-
unsurnya (Jakarta: Ul Press, 1995).

Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta:

* Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Makalah Fakultas Hukum
Unsika Krawang, 1993).

Buchari Zaenun, Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Haji Masagung, 1990).
Faisal Akbar Nasution, Dimensi Hukum Pemerintahan Daerah (Medan: Pustaka

bangsa Press. 2003).

Faisal Akbar Nasution, Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah (Jakarta: PT. Sofmedia. 2009).

Hazaiﬁn, Demokrasi pancasila (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ( Malang :
Bayumedia Publishing, 2000).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Jakarta: Konstitusi Press,
2006).

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl (Jakarta: The

~ Habibie Center, 2001).

M.Ryaas Rasyid, “Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan

Daerah”, dalam (peny) Achmad Sjihabuddin, Kumpulan Karangan tentang
Pembangunan Administrasi di Indonesia (Jakarta : LP3ES, 1998).

98



Soejono Sockamto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Gratindo Persada.
1998).

Solly Lubis, Hukum Tata Negara (Bandung: BandarMaju, 2008).

Syahda L.S. Guruh, Menimbang Otonomi Vs Federal (Jakarta: Remaja Rosda
Jakérta, 2000).

Tim Peneliti Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Konteks Historis
Perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah dari UU No. 22/1999
menjadi UU No.32/2004 (Jakarta: Kerjasama Yappika, Partnership Kemitraan
dan Uni Eropa, 2006).

Tim PKD-UGM, Format Perencanaan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi
dan Otonomi Daerah (Yogyakarta: Tim PKD-UGM, 1999).

2. Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
" Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat 11

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

100



